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ABSTRAKS

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (fyatekan'harta
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. KHI memberi
pengertian harta bersama yaitu harta yang dipes#aliri-sendiri atau bersama-
sama suami istri selama perkawinan tanpa mempeesoaétdaftar atas nama
siapapun.

Pengadilan Agama Kebumen sebagai lembaga yang namapgrkara
perdata di Kebumen telah menerima, memeriksa, menp#rkara harta bersama.
Perkara ini menarik karena di dalam perkara irddpat sengketa harta bersama
yang di mana terdapat dalam posita 13.2 hurufdisgbutkan bahwa setengah
dari harta yang terdapat dalam posita 13.2 hurufa@@lah harta warisan dari
arang tua tergugat dan setengahnya lagi milik pketlga. Dari pokok masalah
tersebut penyusun ingin mengetahui status terdangketa harta bersama dan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa hersama ini.

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridengan bangunan
teori tematik dan penemuan hukum. Teori tematikkgdikan untuk melakukan
pemahaman secara utuh dan menyatu terhadap ketdwmtigmtuan nas dan
peraturan hukum yang berlaku mengenai harta berséewai penemuan hukum
digunakan untuk mengetahui penetapan hukum dalanyetesaikan sengketa
harta bersama.

Sumber penelitian yang digunakan yaitu sumber pridan sumber
sekunder. Sumber primer yaitu diperoleh dari wawancdengan Hakim
Pengadilan Agama Kebumen dan panitera serta dokwaeg berhubungan
dengan penyelesaian perkara harta bersama. Suelherder yaitu merupakan
data yang diperoleh dari dokumen pengadilan agamagemai perkara harta
bersama serta hasil studi kepustakaan terhadap fimiky buku hukum umum
dan perundang-undangan yang berlaku, karya tuliyah, serta sumber pustaka
lain yang menunjang pembuatan skripsi ini. Setélahdata dianalisis secara
kualitatif untk memperoleh hasil yang baik.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalgbrtama, Gugatan sengketa
pembagian harta bersama Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Klembrar kesimpulan
bahwa sengketa harta bersama yang terdapat daldata @8sl huruf (h) yang
dipermasalahkan penggugat ini sudah diakui olejutst harta tersebut dalak
posita adalah harta bersama antara suami istri.ud@m harta yang terdapat
dalam posita 13.2 huruf (c), status dari hartaaid@lah bukan harta bersama,
dikarenakan harta tersebut adalah sebagian hartsawaorang tua tergugat dan
sebagian yang lain harta milik pihak ketiga. Jatig bahwa mana harta bersama
suami istri dan bukan harta bersama. Terhadap lartg tidak disengketakan
dibagi menjadi dua sesuai dengan ketentuan KHIIP&sgang berbunyiJanda
atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak diitentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

kedua, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelbumiaam
memutus sengketa pembagian harta bersama NomaiPdtX3/2005/PA.Kbm
adalah harta yang di sengketakan dalam posita A&@f (c) termasuk harta
bersama, dengan alasan bawa harta itu sudah secasuhg tercampur lewat



perkawinan antara suami istri tersebut, tanpa reatasperjanjian terlebih dahulu
diantara mereka untuk menggabungkan harta bawaaskaenasing- masing.
Selain itu juga untuk menciptakan rasa keadilan pam pihak yang berperkara
sesuai dengan anjuran al-Qur'an untuk mendapatkamadlahatan dan
kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jmaaban suaminya.
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MOTIO

Diantara matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas

Kesempatan amal yang engkau lewatKan dan tidak adanya penyesalan atas

pelanggaran yang engkau lakuKan.
Cahaya adalah tentara Kalbu sebagaimana Kegelapan adalah tentara
nafsu. Ketika Allah hendak menolong hamba-Nya, Dia membantunya dengan

tentara cahaya dan memutus bantuan Kegelapan dan Kepalsuan.

Tugas cahaya menyikap tabir, tugas mata batin mentapKan hukum,

sedangkan tugas hati menghadapi atau membelaKangi.

(Ibn ‘Atha’illak)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yaxdipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat kepntbersama Departemen
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rdputdionesia tertanggal
10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I.  Konsonan Tunggal

) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba’ b be

< Ta’ t te

& Tsa s es (dengan titik di atas)
d Jim j je

d Ha’ h ha (dengan titik di bawah
¢ Kha’ kh ka dan ha

a Dal d de

3 Zal z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ r er

J Zai z zet

o Sin S es

G Syin sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah
ua Dhad d de (dengan titik di bawah

Xiv



b Tha' t te (dengan titik di bawah
%) zZa’' z zet (dengan titik di bawah
' ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain g ge

[ Fa’ f ef

a Qaf q qi

4 Kaf k ka

Jd Lam I ‘el

A Mim m ‘em

) Nun n ‘en

39 Waw w w

5 Ha h ha

s Hamzah y apostrof

¢ va y ye

Konsonan Rangkap kar ena Syaddahditulis rangkap

ddxia ditulis muta’addidah
e ditulis ‘iddah
[1l. Ta Marbatah di akhir kata
a. bila dimatikan tulish
dasSa ditulis hikmah
La ditulis jizyah
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(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-katdaf@ng sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, @a@againya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandangal” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengarhn

L Y1 Aal S ditulis Karamah al-auliyi

c. bila ta’ marhitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammabh ditulig

ohdll 38 ditulis Zakat al-fitr

V. Vokal Pendek

e ditulis a
i ditulis i
= ditulis u

V. Vokal Panjang

! Fathah + alif ditulis 2
' iala ditulis jahiliyah
Fathah + ya’ mati ditulis =
2. 5 - -
(o ditulis tansz
3 Kasrah + §' mati ditulis g
' P ditulis karim
4 Dammah + vawu mati ditulis v
: oagd ditulis furid

VI. Vokal Rangkap

1 Fathah + g mati ditulis ai

' ali ditulis bainakum
2 Fathah + vawu mati ditulis au

' Jsé ditulis gaul

XVi



VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu

kata dipisahkan dengan

apostr of
Al ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
Al Sl ol ditulis la’in syakartum

VIII.Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti hurufal-Qamariyyah

Olal ditulis al-Qur'an
il ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyahditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyalyang mengikutinya, serta menghilangkan huief)nya

& Laid! ditulis as-Sama’
) ditulis asy-Syams
IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya
g Al g 9d ditulis Zawi al-furizd
i) Jal ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat ledgiuk alam,
rahmat bagi semua jenis bangsa, didamba semuautiggh dan semua zaman
bagi umat Islam. Islam juga merupakan agama yamgebang teguh pada
keadilan dan persamaan, bukan agama yang membddkameatas dasar pilih
kasih.

Islam adalah agama yang universal memiliki undamdpng dan hukum
yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kelaidoga agar seirama dan
sejalan dengan menyertai kemajuan umat manusia.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia padamnya
menginginkan kebahagiaan. Salah satu jalannyaladadtalui perkawinan, yaitu
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seoveagta sebagai seorang suami
istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumaaigga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha’Esa.

Perkawinan juga merupakan ikatan yang sah untuk nmamkeluarga
yang harmonis dan damai penuh kebahagiaan lahibatm yang diridhai Allah

SWT, sebagaimana Firman Allah:

! Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zamaret.ke-1
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381), him.6

2pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974



37@:-)) BJ}AV_LL-:.:..HJ&?-) L@._Jl lfm l"J)TVK’“‘DTU"ﬂL}l’ QTLA;Q‘;O.AJ

Oleh karena itu, dengan adanya perkawinan diharajpkam tercipta
rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, tolereemgigang rasa, tentram, damai,
dan tenang untuk selama-lamanya.

Suatu perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tatak tergantung
bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksana#tan kesungguhan akan
membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan higkaim. Maka hendaknya
perkawinan itu dibina dengan baik untuk selama-lamaagar suami istri dapat
menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh dagggwab dan penuh
cinta kasih sayang terhadap anak-anaknya dan geluar

Apabila suatu perkawinan sudah tidak dapat lageriivankan sesuai
dengan tujuan perkawinan yang disebabkan karernzegean pandangan antara
suami istri dalam memecahkan persoalan dan pela&sdrak dan kewajiban, dan
sudah tidak adanya rasa saling percaya di antaduakga, maka Islam
memberikan jalan keluar melalui perceraian, setskltelumnya diadakaslah
atau pendamaian antara kedua pihak namun tidakéerh

Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar nuelaérceraian baik itu
dengan jalan talak maupdasakh Hal ini merupakan jalan terakhir dan terbaik

bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkseiah perceraiah.

3 Ar-RUm (30): 21.

4 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesiaet. ke-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), him. 30



Persoalan yang terjadi akibat perceraian salamygatadalah mengenai
kedudukan harta bersama selain itu juga permasalsdiaasuh anak, nafkah dan
sebagainya. Harta bersama dalam perkawinan tidaknpgu nasnya dalam al-
Qur’'an, ataupun as-Sunah dan kitab-kitab figh klaNiamun eksistensinya tetap
diakui di dalam masyarakat dan nilainya benar-bena@negakkan asas
keseimbangan, keadilan, kesamaan hak dan kedudekiankewajiban suami istri
dalam kehidupan rumah tangga.

Hukum Islam memang tidak mengenal adanya hartaivergapi hal ini
bukan berarti Pengadilan Agama tidak berwenang umielkkukan penyelesaian
harta bersama, sebagaimana diatur dalam Undanggrdia 1 tahun 1974 Bab
VIl Pasal 35 ayat (1), 36 dan 37 Jo Kompilasi Hukgtam Bab XIlI Pasal 85,
88, 89, 91 dan 97, maka akan lebih mudah bagi oyang beragama Islam untuk
menyelesaikan perkara tentang pembagian hartanhemdiaPengadilan Agama.

Masalah sengketa harta bersama dalam suatu perkaviissanya
menyangkut harta benda yang bersifat riil dan stata jelas seperti diatur dalan
KHI Pasal 97. Akan tetapi akan menjadi persoalan $&agketa harta bersama
tersebut status harta bersama itu belum jelas &aelpagian dari harta itu adalah
harta warisan dan harta milik pihak ketiga sepessus di Pengadilan Agama
Kebumen ini.

Harta bersama dalam suatu perkawinan terkadang rbalkam
permasalahan bagi kedua belah pihak karena masasggn pihak tidak
mendapatkan hak yang sama, seperti perkara yajgkataoleh pihak istri di

Pengadilan Agama Kebumen No.13/Pdt.G/2005/PA.Kbnuyseorang suami-



istri telah pisah rumah sekitar kurang lebih 11lutai1994-2005) sehingga istri
mengajukan cerai gugat yang di dalam gugatanngalat menyangkut tentang
harta bersama. Yang menjadi sengketa dalam pokokanaer Nomor:
13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah harta yang terdapandalosita 13.2 huruf (c) di
mana harta dalam posita itu sebagian harta wadaeng tua tergugat dan harta
milik pihak ketiga. Sedangkan dalam perkawinan keetedak mencampur harta
bawaan suami istri. Hal ini dianggap penulis menkatena status dari harta tu
sendiri bagaimana? Serta pertimbangan hakim dalemutus perkara sengketa
harta bersama ini.

Dengan adanya kasus tersebut penyusun tertarik nomnbahas tentang
sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kebumegad Perkara No:
13/Pdt.G/2005/P.A.Kbm dan bagaimana pertimbanganinHaalam memutus

kasus tersebut.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok ataganelitian ini
adalah:
1. Bagaimana Status Harta yang dipersengketakan, lapstanasuk
Harta Bersama atau bukan dalam perkara No. 13/RPOIOG/P.A.
Kbm?.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No

13/Pdt.G/2005/P.A.Kbm?.



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan putusakim mengenai
pembagian harta bersama yang sebagian harta i thmbil dan
dikuasai oleh pihak suami tanpa sepengetahuandisfPengadilan
Agama Kebumen.

b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjalaskepada
masyarakat atas hukum yang dicapai dari kasus bigrsdari
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

2. Kegunaan

a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiseang penting
bagi Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kebumem da
masyarakat pencari keadilan.

b. Penelitian ini mampu memperkaya wacana keilmuamiglagi setiap
muslim dan masyarakat luas untuk memahami secarar lientang
pembagian harta bersama yang sebagian harta @ @kambil,
dipindah tangankan dan dikuasai oleh pihak suamnpaa

sepengetahuan istri.

D. Telaah Pustaka
Sepengetahuan penulis, ada beberapa tulisan yangahas tentang harta
bersama.Pertama skripsi dengan judul “Studi terhadap Putusan Beitan

Agama Yogyakarta Tahun 1998-1999 tentang Pembaggata BBersama karena



Perceraian”. Skripsi ini membahas tentang (1) mgsenyelesaian pembagian
harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta ; g&)ngbangan hukum oleh
Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Agama Yogyakamengenai
penyelesaian harta bersama karena percetaian.

Kedua “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni L8kigl( Kasus di
Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Skripsi ini membaleas$aing pembagian harta
bersama yang berupa seni lukis apakah dapat diteg sebagai harta bersama
dalam perkawinan.

Hasil yang diperoleh adalah (1) Majelis Hakim Pealiga Agama
Yogyakarta memenangkan Penggugat untuk mendapa#gian harta bersama
berupa seni lukis, hal ini berdasarkan ajaran Istu8. An-Nis&b8 dan juga
dalam KHI Pasal 96, 97; (2) pembagian harta besisgamg berupa karya seni
lukis ini adalah dengan cara membagikan setengadljwtalah karya seni lukis
tersebut disaksikan oleh hakim dan panitera dang&gilan Agama Kota
Yogyakarte’®

Ketiga Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa RDalam
Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama KeburNemor Perkara:
856/Pdt.G/2003/P.A.Kbm). Skripsi ini membahas tegtdarta bersama yang

berupa rumah masih dalam masa kredit. Apakah runeabkelut dapat

® Halimah, “ Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakaran 1998-1999
tentang pembagian harta bersama karena perceralmipsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2000.

® Toni Susanto!Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Seni Lukisli(8@sus di
Pengadilan Agama Yogyakayt&kripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta98.



dikategorikan sebagai harta bersama yang dapagidihea padahal rumah itu
masih ada kaitannya dengan pihak ketiga, yaitu.bank

Hasil yang diperoleh dari skripsi adalah (1) pebé@mgan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kebumen dalam memutus sengketa harsama berupa
rumah yang masih dalam masa kredit adalah untulciptakan keadilan bagi
para pihak berdasarkan anjuran al-Quran dan unteknaslahatan dan
kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawabtan suami; (2)
pembagian harta bersama berupa rumah yang masim dahsa kredit adalah
dibagi menjadi dua, ini sesuai dengan Pasal 97 'KHI.

Menurut Fathurrahman, harta bersama merupakan kek&yaan suami
istri yang diperoleh selama perkawinan, merekalzetzekerja untuk memenuhi
kebutuhan berumah tangga. Bekerja di sini dapattikha luas yaitu suami
berkerja di luar dan istri mengurus anak-anak dnab. Meskipun istri di sini
tidak menghasilkan materi, namun dengan mengurak-anak sudah dianggap
bekerja®

Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya yang berjuBehgantar dan Azaz-
Azaz Hukum Adamenjelaskan tentang harta perkawinan merupakan Imoda
kekayaan yang dapat digunakan oleh suami istrikuntembiayai kebutuhan

hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknyaatiim satuSomah (Serumah§.

" Agustin Nur Utami, Penyelesaian Harta Bersama jBef@umah Dalam Masa Kredit
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor RerB&6/Pdt.G/2003/P.A.Kbm), Skripsi
Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

8 Fathurahman]mu Waris (Bandung: Al-Ma’arif, 1981)

° Surojo Wignjodipuro,Pengantar dan Azaz- Azaz Hukum Ad@andung: Alumni,
1971), him. 195.



Hilman Hadi Kusuma, dalam bukunya yang berjuitHukum Perkawinan
Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnyaienyatakan bahwa dalam
kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayak mmembiayai kehidupan
rumah tangga suami istri, maka dapat digolongkbaga berikut:
a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri kebeperkawinan,
yaitu “harta bawaan”.
b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri eqaerseorangan
sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu “harta peitgha
c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri beesgaama selama
perkawinan, yaitu “harta pencaharian”.
d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketikacapa perkawinan
sebagai hadiah, yang kita sebut “hadiah perkawitfan”.
Permasalahan tentang harta bersama sesungguhaiatd¢idapat dalam
hukum Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan tidaanya penjelasan mengenai
harta bersama dalam kitab-kitab figh klakikHal ini membuat kesan bahwa
wanita (istri) tidak berperan dalam rumah tanggapiTsekarang ini, pandangan
seperti ini sudah tidak ada karena adanya tuntkeaidupan yang sudah tinggi
dan perubahan zaman.
Berangkat dari telaah pustaka tersebut di atasyaraapat dikemukakan

bahwa sepengetahuan penyusun tidak menemukan siamgsimembahas tentang

1 Hilman Hadi KusumaHukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan dpac
Adatnya (Bandung: Citra adi Bakti,2003), him. 157.

1 Busthanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejaktdimbatan
dan ProspeknygJakarta: Gema Insani Press, 1998), him. 122.



penggelapan harta bersama yang dilakukan oleh suwdami istri untuk

mendapatkan bagian dari harta bersama itu.

E. Kerangka Teoritik

Peradilan Agama adalah peradilan perdata, sedangidilan umum
adalah juga peradilan perdata disamping peradildanp. Jadi dilihat dari aspek
asas-asas hukum acara tentunya ada prinsp kesaraaauara umum di samping
secara khusus ada pula perbedaan antara hukum araita peradilan umum
dengan hukum acara perdata peradilan agama.

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Pasal &4 (By
eksisitensi PengadilanAgama semakin kokoh dan lgediagai salah satu
pelaksana tugas-tugas pokok kehakiman di Indon&mikian pula dengan
berlakunya Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 sebpgeibahan atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kewenangan Pdagafigama semakin
luas, termasuk di dalamnya ekonomi syari'ah. Sakth kewenangan Pengadilan
Agama sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasab3lan 37 dan KHI
Pasal 97 adalah mengenai sengketa harta bersama.

Hukum Islam dalam memaknai tentang harta bersanfamdauatu
perkawinan antara suami istri terjadi suatu peng&iamgyang tidak terbatas
(Syirkah Abdap Dalam hal ini harta kekayaan bersatu kar&yarkah yang

seolah-olah harta kekayaan tambahan karena usasanize suami istri selama

2 Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agam#&Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), him. 7.



perkawinan menjadi milik bersama, namun apabilaussatt terjadi perceraian
atau talaq, maka hartayirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut
pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut berudafam syirkah®

Sebagaimana Firman-Nya;

Pendapat lain menyatakan bahwa harta yang dipesolaimi istri karena
usahanya adalah harta bersama, tidak perlu adgmgals baik mereka bekerja
bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bedezigmgkan istri hanya
mengurus rumah tangga berserta anak-anak diruraalymapabila mereka telah
terikat suatu ikatan dalam perkawinan sebagai sisirnmaka semuanya menjadi

bersama baik harta maupun anak-anak. Sebagaimeanar-Nya

15[-)'4—,.-1-.9 (W-1590) V_%‘L.A \)-’Q'T)UA-’U le_é;ua.au d\ajT A3 ;M)J.DE@S)

Pembahasan tentang harta bersama sudah diakui ahedsyarakat
Indonesia sebagai hukum adat dan yang menjadirdesadalah maslahat yang
sudah dikenal, diakui dan dibiasakan sampai segasahingga menjadi bagian
kehidupan dalam masyarakat.

Unsur maslahah umat merupakan tujuan utama ditegakia hukum

sebagai jaminan masyarakat secara adil dan memi@tentraman secara

13 Mohd Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Bitaa
Agama dan Zaka¥lenurut Hukum Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 30.

4 An-Nisa(4) : 32
1> An-Nisa(4): 21
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menyeluruh. Pada prinsipnya berlakunya suatu hukidaek terlepas dari
perhatian, kepentingan dan kemaslahatan umat dengarghilangkan unsur
kemadaratan sebagaimana dalam kaidah:

1841 Ladl s e asia audiall ¢ 50

Berdasarkan kaidah dtas tujuan dari Syariat Islam adalah kemaslahatan,
hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'at Iskdalah apa yang
disyari’atkan Allah yang dalam al-Qur'an dan SunalsiR&ya berupa perintah
dan larangan sebagai petunjuk bagi manusia untokagl@hatan ddunia dan
akherat.

Kemaslahatan yang didasarkan ate@s yang jelas dan terinci bersifat
abadi, sedangkan kemaslahatan yang terlepas diam k& adalah kontemporer
yang mengalami perubahan oleh ruang dan waktu.

Dalam hal pemeliharaan harta bersama ada atureemayang mengenai
muamalat yang dilakukan oleh individu dengan irdlivatau individu dengan
masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakgtdyaalamnya terdapat

unsur keadilan.
T Janll 158 0 ol e _seSio 13]5 Lglal JlcaaN1 19355 o] vffL &l )

Adapun keadilan adalah cermin dari hukum yang ofifyedebagai
penegak dan pengambil keputusan, disini hakim selmgnegang keseimbangan

kebenaran formal maupun materiil. Penegakan keaditak terlepas dari para

6 Abdul Muijib, Kaidah-kaidah llmu Figh (Aawaidul Fighiyyal), (Jakarta: Kalam
Mulia, 1999), him. 39.

" An-Nisa(4): 58
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pihak sebagai subyek hukum yang aktif dan terkartgyterdiri dari para pihak
yang mengupayakan penegakan hukum dan para pihak lyarperkara yang
berinisiatif untuk menyelesaikan perkaranya.

Dalam memahami suatu hukum tidak bisa hanya yardppat dalam
peraturan tertulis saja, namun hukum mengandung@rmdiimkontak sosial yaitu
tempat hukum itu berperan, diciptakan serta dilafkan dan hukum juga
berfungsi menjaga keseimbangan, keserasian sdatdukein masyarakat didalam
proses berlangsungnya pembangunan ketertiban na&iayadan penyelesaian
permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah yang ada, perlu adaogaep-konsep
fungsi dan cara bekerjanya hukum, sehingga dapatndkan sebagai sarana
untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyargkatujuan itu adalah
menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup sehipggyvujudan keserasian
antara ketertiban ekstern antar pribadi dengamkatman yang bersifat intern itu
sendiri.

Kemudian kerangka berfikir yang digunakan utuk mesth&an masalah
yang ada digunakan nilai-nilai yang telah diwanskéeh Nabi Muhammad SAW
yaitu al-Quran dan al-Hadis, kedua sumber hukumnim@mpunyai nilai-nilai
universal yang ideal, dan ketentuan-ketentuan @asngang mulia, nilai-nilai

universal yang dapat diketahui semangat rutinymal-hukmi”.*®

oK ChairuddinSosiolagi Hukum cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 91

9 Jazuli, Beberapa Apek Pengembangan Hukum lIslam di Indan@smikiran dan
Praktek (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), him. 237.
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Nilai hukum Adat yang menjadi landasan legitimin&sirta bersama
bukan hanya sebagai pengambilan nilai-nilai hukufat &emudian dijadikan
hukum Islam, akan tetapi juga ikut menerangkan eengngan antara kedua
hukum tersebuf?

Perangkat hukum Adat ini relatif sangat diperlukatach tata Hukum
Islam di bidang perkawinan, karena nila-nilai normatifnyainjitu dari aspek
filosofis sosiologis dan rasa keadilan, kemanusiaangat relevan membina
ketertiban manusia. Hal ini pun tidak bertentangangdn Hukum Islam, tujuan
Hukum Islam yang bertumpu pada lima hal pemelinargaitu agama, jiwa,
harta, akal, dan keturunan.

Pengadaptasian hukum ini juga mempunyai dasar peardre yang sangat
dalam, seperti dalam kaidah usul figh

215 &aa 3alall

Dari pemikiran yuridis normatif maka penyelesaiartd bersama yang
telah diambil, dipindah tangankan dan dikuasai @leami tanpa sepengetahuan
istri ini diangkat dari teori yang ada dengan pokakan yang ada, dan konsep

perundang-undangan dan tata hukum yang berlakuddnksia.

F. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian

20 M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islamdalam Mahfud M.D. dkk.
(edit), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islgkogyakarta: Ull Press, 1993), him. 76.

2L Abdul Haq dkk,Formulasi Nalar Figh Telaah Kaidah Figh Konseptua(Surabaya:
Khalista, 2006), him. 267.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi idala@h penelitian
pustakalibrary research).Yaitu jenis penelitian yang didasarkan dari bukitbu
yang menyangkut harta bersama dan dokumen (sunadégputentang pembagian
harta bersama) untuk mendapatkan data yang sesngam permasalahan yang
dibahas.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskifyanalitis, yakni
penyusun berusaha menganalisis data yang berhubudgagan aplikasi
(penerapan) pokok pembahasan setelah mendapatikasedara jelas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun adalR@ngadilan Agama
Kebumen karena tempat permasalahan yang dibahhspeleyusun berada di
daerah tersebut.

4. Sumber Data
a. Data Primer
Adalah data yang diperoleh dari observasi dan wearandengan
Hakim Pengadilan Agama Kebumen dan panitera sekanten (surat putusan
tentang pembagian harta bersama) yang berhubungagan penyelesaian
perkara harta bersama .
b. Data Sekunder
Setelah mendapatkan dokumen yang berupa salinasgmuimengenai
penyelesaian perkara harta bersama serta hasil misthka, buku-buku yang

berkaitan yang bisa mendukung penulisan skripsi ini
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5. Teknik Pengumpulan Data
Setelah melihat jenis penelitian dari skripsi inaka data primer yang
telah diperoleh dari observasi dan wawancara dengea lppkim dan penitera
Pengadilan Agama Kebumen diperkuat dengan dokunmtanig kasus tersebut.
Kemudian dari data sekunder diperoleh melalui pesuean tentang tulisan yang

berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdabrmatif-yuridis.
Pendekatan normatif digunakan untuk menjabanaanas tentang penyelesaian
harta bersama. Sedangkan pendekatan yuridis digonaktuk menganalisis
bagaimana putusan Hakim dalam mengadili perkaralatsdengan mengacu
pada hukum positif.
7. Analisis Data
Analisis merupakan usaha untuk memberikan inteapreerhadap data
yang telah disusun. Analisis data ini dilakukan @dengetode kualitatif, artinya
penyusun mempertajam analisis dengan meliat datag ydiperoleh dan
membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agenan&e terkait dengan
perkara penyelesaian harta bersama. Dan denganbedikir deduktif, yakni
mengenalisis hal-hal yang bersifat umum ke halylaalg bersifat khusus, yakni
melihat prinsip umum dari ajaran nas, kemudian ilksikan dengan fakta-fakta

yang terjadi di masyarakat secara aktual.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esanssktipsi ini,
serta mendapatkan penyajian yang sistematis, kergenulis menyajikan
pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yaitu, gablerikut:

Bab pertama bagian ini membahas tentang latar belakang masalag
ada, memuat alasan penulis terhadap kajian inplpakasalah penelitian sebagai
cakupan kajian, tujuan dan kegunaan penelitiaaakepustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. B&bmp ini sebagai acuan
untuk bab — bab selanjutnya, sehingga pemaparrbdhryang selanjutnya tidak
keluar dari kontek.

Babkedua bagian ini membahas tentang pengertian hartamersdasar
hukum, asal usul harta bersama, macam-macam rexganba, hak dan tanggung
jawab suami istri terhadap harta bersama. Pada hialmeénerangkan atau
mendiskripsikan tentang teori-teori harta bersama.

Babketigg bagian ini membahas tentang duduk perkara kasmbagian
harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen yangutielip) Gugatan Nomor:
13/Pdt.G/2005 tentang pembagian harta bersam®&r@@gs penyelesaian perkara
harta bersama yang telah diambil dan dikuasai sletmi tanpa sepengetahuan
istrinya di Pengadilan Agama Kebumen. Bab ketiganienerangkan bagaiman
duduk permasalahan sengketa harta bersama yahgtdilari proses pengajuan
gugatannya dan penyelesaian sengketa harta bemsardadi saya tempatkan di
dalam bab tiga ini, yang di mana bab dua sudah etastjan teori- teori harta

bersama.
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Bab keempat analisis tentang Gugatan Nomor: 13/Pdt.G/2005 rgnta
pembagian harta bersama, bagaimana pertimbangam hdddam memutus
perkara pembagian harta bersama. Pada bab ini memabsis setelah di bab
tiga diterangkan mengenai sengketa harta bersadisggya tempatkan dalam bab
empat.

Bab kelimg merupakan penutup yang berisi kesimpulan darianra
permasalahan dalam penelitian ini dan diakhiri dengaran-saran mengenai hal
tersebut di atas. Setelah semua data diolah yamaghie tinggal kesimpulan,

dalam bab lima inilah saya tepatkan.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukarta merupakan
obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun hdatam perkawinan
mempunyai peran penting dan strategis, karena dehgata tersebut dapat
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut ehadalam
perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersasmgpum harta benda dalam
perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yamgdiedari terjemahan
huwelijks vermogengddarta benda merupakan terjemahan bavelijks goderen
dan harta bersama diambil dari istilah hukum adgiedi "harta bawaan”
(Lampung: sesan Jawa: gawan Batak: ragi-ragi), "harta pencarian”
(Minangkabauharta suarang Jawa:gono-gini Lampung:massow bebesgakdan
"harta peninggalan‘'{hadiah, hibah, dan lain-lain).

Secara leksikal harta bersama merupakan kata mkjgamg terdiri dari
dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata iandééma yang dimaksud adalah
merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapatadias, keduanya baru

bermakna setelah menjadi satu Kata.

! Hilman hadikusumaHukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, uruk
Adat dan Hukum Agamaet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)ntil24

2 Hasan ShadilyEnsiklopedi Indonesi@Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), him. 1263.
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Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakalahisterhadap harta
kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan ankakalaki dan
perempuan. Kata harta di sini dipersangkakan adanya hubundangan
kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kegahm sangat
menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dinealakan tapi tidak
dapat dipisahkan.

Pengertian harta sendiri di dalam Hukum Perdatamistiistilahkan
denganmal, jamaknyaamwal. Parafugaha menjelaskan pengertian harta sebagai

berikut:

obas g Jo w g LYy Wil (SG S I

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak daps¢but harta kecuali telah
memenuhi dua hal, yaitu:

a. Kemungkinan dapat dikuasai, dan

b. Kemungkinan dapat diambil manfaat menurut cara yarigasa.

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai dambili manfaatnya
selama nyata dan positif dipandang sebagai hapeeris benda-benda yang kita
miliki, baik berupa tanah pekarangan, sawah, rumahg dan lain sebagainya.
Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belapatdimanfaatkan, tetapi
terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan nfetaa benda-benda

tersebut.

% Hilman Hadimulyo,Hukum Perkawinan AdgBandung: Citra Aditya Bhakti, 1993),
him. 163.

4 zahri Hamid, Harta dan Milik dalam Hukum lIslaniYogyakarta: PT. Bina Usaha,
1985), him. 1.
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Menurut B. Teer Haar dalam arti umum harta bersadesah barang-
barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan

Kedudukan harta bersama masih tergantung padakbeetkawinan yang
terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyaadit, apakah masih kuat
dalam mempertahankan garis keturunan patrilinealtrilimeal, atau bilateral/
parental.

Masyarakat yang bersifat patrilineal, masih mengbemkan garis
keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang beralalah perkawinan dengan
pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yangktidteemakai uang jujur dan
harta bawaan dari kerabat), di mana setelah perkawistri masuk dalam
kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahtaraharta bersama
dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk i#atamperkawinan sudah
dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tanggekataarga. Jadi apabila istri
ingin memakai atau menggunakan harta bersama atda bawaan harus ada
persetujuan dari pihak suami.

Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahain(i®erzina), maka istri
tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Naapabhila istri menuntut
untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban piHakabat istri
mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yafmhtdikeluarkan oleh

suami.

5 B. Teer HaarAsas-asas dan Susunan Hukum Adiih bahasa Soebakti Poesponoto
(Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), him. 193.
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Dalam masyarakat yang masih mempertahankan gartsiruken
matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adglarkawinan semenda (tanpa
uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suarasuk dalam kekerabatan
istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri @gkabau disebutrang
sumandp.

Dalam golongan masyarakat ini antara harta berséanaharta bawaan
dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisankddmarga suami atau istri.
Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul mMabaerselisihan mengenai harta
bersama vyaitu; jika perkawinannya berbentuk sememdara suami istri yang
bermartabat sama kedudukannya (Rejang, kawin seméedadat) seperti
"semendo tambik anak beradatan"semendo rajo-rajo'maka harta bersama itu
ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadsah vearisan itu tidak
bercampur dengan harta bersama. Kemudian jika wer&a yang dilakukan
dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semewt@ngkap burung atau
semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidgak ad

Dalam masyarakat yang berdasarkan parental"&trangtuaan;’ maka
perkawinan yang terjadperkawinan bebasatau"perkawinan mandiri"karena
hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tafiggawah pimpinan ayah
dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekésabgng luas. Setelah terjadi
perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sanabebas menentukan
tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentatagkeduarga atau

harta perkawinan dibedakan menjadi 4:
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1. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum a&mudah mereka
menjadi suami istri. Di Jawa diseBblgawan" (selain di Jawa Barat),
"harta bawaan; di Jakartd'barang usaha;' di Banten'barang sulu’;
di Aceh"hareuta tuha atau hareuta asaiataupusaka“'dan di Ngaju
Dayak"pimbit".

2. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelumjadesuami istri.
Di Bali disebut"guna kaya"sedangkan di Sumatra Selatan disebut
"harta pembujangan{dihasilkan oleh laki-laki) datharta penantian”
(dihasilkan oleh perempuan/gadis).

3. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawidrAceh disebut
"hareuta sihareukat"di Bali disebutdruwe gabro di Jawa disebut
barang gana atau gono-gini di Kalimantan disebutbarang
perpantangan di Minangkabau disebubarta suarang di Madura
disebut ¢puna ghanadi Sunda disebwguna kayadi Sulawesi Selatan
disebutbarang cakkara

4. Harta yang ketika menikah diberikan kepada paragsgetn. Di
Madura dikenal dengan narbarang pembawaaryang menjadi milik
suami istri bersam.

Mengenai harta bersama diatur dalam Undang-undangoN@nTahun

1974 tentang Perkawinan yaitu adanya "harta bawd&daiva: gawar) yang
dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya "leteaan” tetap dikuasai dan

dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditek&n lain. Terpisahnya harta

® ]smuha,Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonegitakarta: Bulan Bintang, 1978),
him. 41-43
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bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untukidadnkan penyelesaian
apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Ji&gadi perceraian dalam
golongan parental, penyelesaian secara damai bddkasil, maka para pihak
dapat mengajukan tuntutannya kepada pengadilan.

Sedangkan apabila salah satu dari suami istri rggaindunia, maka
penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasagnmasih hidup. Pihak
yang masih hidup berhak menggunakan harta bersamalgperluan hidupnya,
apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dlantah tertentu yang diambil
dari harta bersama itu, maka kelebihannya itu dikegada ahli waris.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangaémian yang
diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dimuatdiaéanbaran Negara Nomor
1 Tahun 1974. Dalam Pasal 37 telah memberi namataHBersama" terhadap
harta hasil pencaharian suami istri. Maksud pelaammi adalah untuk
dimengerti oleh masyarakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tal#d tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Taht teitang Perkawinan ,
sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah harta bersammi istri sudah diakui
keberadaannya untuk Indonesia berdasarkan UndatajgnNomor 1 Tahun
1974. Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1/ 1974 mengererkdaan lembaga harta
bersama sebagai kenyataan yang ada dalam masyandkaiesia, walaupun

sampai sekarang masih belum tercapai keseragarti@h igang dikehendaki,
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seperti Pengadilan Jawa, Madura menggunakan ist@nta Gono Gini" dan
Pengadilan Aceh menggunakan istilah "Harta Sehafkat"

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Noriahdn 1974
tentang Perkawinan didalam Pasal 37 ydibila perkawinan putus karena
perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya ingasiasing.' Pada Pasal
37 ini menegaskan tentang pembagian harta bersamg gidasarkan pada
hukumnya masing-masing, maksudnya adalah:

a. Berdasarkan hukum agama yang merupakan tata aaanpean.

b. Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam lingkungasyarakat

yang bersangkutan.

c. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainnya.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa harta bersaragdiantara suami
dan istri yang masing-masing mendapat separuh. Nadigaerah Jawa Tengah
tidak demikian, suami mendapat dua pertiga dannstndapat sepertiga. Hal ini
didasarkan pada as&sagendong sapikul"'Di Bali suami mendapat dua pertiga
dan istri mendapat sepertiga, didasarkan pada'sasshun sarembat"

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tigaku yaitu Buku |
tentang Hukum Perkawinan, Buku Il tentang Hukum Késear, Buku Il tentang
Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam X#bPasal 85-97

sebagai berikut:

" M. Yahya Harahapkedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agaced ke-2,
(Jakarta: Puataka Kartini, 1993), him.299
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1. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istriapadat
perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami a#i) kepemilikan
ini dijamin oleh hukum perkawinan.

2. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suamiri istelama
perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atagama dan suami
istri berhak penuh untuk mempergunakan harta itelsen ada
perjanjian terlebih dahulu.

3. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada rpaskawinan.
Harta ini diperoleh sebaghasil karyadari suami istri, atau suami atau
istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Jadi harta bersama pada dasarnya merupakan hdk beisama yang
terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingganiidkharta bersama dapat
dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau hfibaMengenai pembagian
harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat4n (2), dinyatakan
apabila terjadi cerai mati, maka separuh hartalfinmleh pasangan yang masih
hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bileisatau istri hilang sampai
ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki Flengadilan Agama.
Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdualda bersama sepanjang

tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yantudidalam Pasal 37.

8 Abdul Kadir MuhammadHukum Perdata IndonesigBandung: Citra Aditya Bakti,
1990), him. 154
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B. Dasar Hukum

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersamahdata bawaan ke
dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya penerapaante adanya hak milik
laki-laki dan perempuan serta maskawin ketika penkawberlangsung.

Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai pahlamkum yang paling
banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun paih lukum lainnya yang
mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satu pun yam@ah membahas topik
harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipakeimtiukum Adat.

Permasalahan mengenai harta bersama sesungguldayaatia dalam
hukum Islam sebab dalam kitab-kitab fikih klasidak menjelaskan mengenai
harta bersam&.Hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam mengabaika
permasalahan tentang harta bersama, dan jugaestasan tidak berpengaruh
dalam pembinaan rumah tangga.

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemitikzarta secara bersama
antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan leatsdapat dipersamakan
dengan bentuk kerja samsyf{rkah) yang secara umum telah dibahas oleh para
ahli  Hukum Islam, walaupun dalam buku-buku figh parahli
mengklasifikasikannya bukan di bawah topik perkanirpab nikah) tetapi di

bawah bab perdagangaiib buyu).*°

° Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejatdhmbatan
dan ProspeknygJakarta: Gema Insani Press, 1998), him. 122

10 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat diohesia
(Jakarta: INIS, 1998), him. 83.
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Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hydung tinggi
menjadikan hukum Islam mulai berkembang yang mesitjam suatu produk
hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama apajhdi suatu perceraian
yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang NomofFahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam (K®#i$al 85-97.

Idris Ramulnyo mengemukakan dua pendapat mengearéa bersama
dalam perkawinan;

1. Tidak dikenal harta bersama dalam Lembaga Islamoydde dengan

Syirkah.
Tidak ada harta bersama di antara suami istri keadanya syirkah hal

ini didasarkan pada Al-Qur'an:

1 gl e sl Ly amy o gy ab) b Ly Ll o 5058 Jle )

N u-«rl“ st (129,La5 Yy ;»)w»&w@?wuﬁ,&?

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami melinduistii, memberi
nafkah lahir batin, sandang pangan, pemeliharaak-anak dan pendidikannya.
Hal ini memberi pengertian bahwa istri tidak berperdalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga jadi istri tidak mendapatiagian dari harta bersama
kecuali apabila adyirkah®

2. Ada harta bersama antar suami istri.

* An-Nisa(4): 34
12 Al-Talaq (65): 6

3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zak&tenurut Hukum Islam(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 32
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Pendapat ini mengakui bahwa Undang-undang Nomohuimm&974 Pasal
34, 36 dan 37 mengenai harta bersama, bahwa hgatay diperoleh selama
perkawinan berlangsung karena usaha adalah harsanb@Pendapat ini juga

diperkuat oleh Al-Qur'an:

Ll L ad abl Jasry et 198 S5 o] (gumd 890z S O O3y nall 2 ile
14

o Ua. »"u Lo ("é 22 \_)‘J""TJ
el e sl Loy Jany Jo agrans abl Juad Loo cLdl o - ype's3 Jl )
Ao 49 8340 V_é;'a*y Ja.?-) L@.:Jl l}w lo‘)j MT‘J.A/SJ&D QT eyl B

1 o SKazy s ga g els 3 ol
Menurut Ismail Muhammad Syah, harta bersama dimkasulsebagai
syirkah abdan mufawadah® Alasan harta bersama sebag@aikah abdan karena
sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Is@dosama-sama bekerja dan
berusaha untuk mendapatkan nafkah sehari-hariede@aar harta simpanan untuk

masa tua mereka, dan selanjutnya peninggalan kepedaanak mereka sesudah

mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerd@amndanencari sandang

4 An-Nisa(4): 19
5 An-Nisa(4): 21
% An-Nisa(4): 34
' Ar-Rum (30): 21

18 |smail Muhammad SyalPentjaharian Bersama Suami Istéfiakarta: Bulan Bintang:
1965), him. 38.
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pangan® Menurut imam al-Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Sayuti Thalib,
syirkah ini adalah batal karena mengandung penigtiabibantah oleh Ismail
Muhammad Syah, pada perkongsian harta bersama tdzk penipuaft
Sebabnya adalah:

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai ladmem tetapi juga
mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing darmsusteri berusaha
selain untuk sekadar dapat hidup dengan mendapearmsecukupnya
juga bermaksud untuk sekadar belanja dan warisgadee anak-anak
mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka Wizisa tentu akan
kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karanandka keinginan
isteri untuk menipu suami, tidak akan timBtl.

Berikutnya, dikatakarsyirkah muwatadah, karena memang perkongsian
suami isteri tidak terbatas. Harta apa saja yangrdigh selama perkawinan
menjadi hartagono-gini, selain dari warisan dan pemberian yang secara tegas
dimaksudkan untuk salah seorang dari suami i$tetd i

Apabila dicermati, pembahasan tentangrkah baik menuruta/-Syafi’i
dan pengikut-pengikutnya sepewi-Nawawi dan as-Syarbaini maupun dalam
buku-buku lain seperti dalam tulisdbn Hajar al-Asqalany dan Muhammad Ibn
Ismail al-San’ani, terdapat dalam "kitab dagang” bukan dalam “kitakah”.

Kenyataan ini berarti bahwa asal persoadafrkah adalah mengenai peraturan

19 Ipid.

20 sayuti ThalibHukum Kekeluargaarhim. 80.

21 Ismail Muhammad Syal®entjaharian Bersamaim. 62.
?2|bid., him. 63.

2 |bid., him. 38.
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perserikatan atau perkongsian dalam perdagangarpataberian jasa kemudian
diterapkan pula pada soal harta bersama suaniidsiam hukum perkawina.
Adapun dalilnas yang dijadikan landasan bolehnyarkah adalah hadis

berikut:

Plogi (o o 2 O30 alol® Ul 2 Ll S el S0 s JB

C. Asal-usul Harta Bersama

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3% Hmatsama
adalah harta kekayaan yang diperoleh suami idtairse perkawinan. Dari pasal
ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antswami istri terdapat
persatuan harta kekaya&rHal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencarahart
atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka tekh@ntdengan sendirinya
harta bersama itu. Jadi dalam harta bersama tdrtidph dari satu orang yang
mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapukgemilikan bersama ini
adalah pemilikan khusdé.Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam
perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampgatan perkawinan itu

menjadi bubar.

%4 sayuti ThalibHukum Kekeluargaarhim. 79.

% Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IIl: 256, hadis nomor 3383,
“Bab as-Syirkah.” Hadis ini diriwayatkan * Abi Huroiroh.

%6 Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun ]1@Tdkarta: Tinta
Mas, 1976), him. 23

" Yahya HarahapHukum Perkawinan NasiongMedan: Zahir, 1975), him. 118
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Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sgjelagan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dalam ketentuan Pd$hlniengenai harta
bersama, yang berbunyi:

"Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukumabeiah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedamgenai itu dengan
perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. &®@n itu sepanjang
perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah denganatu persetujuan antara
suami dan istri".

Dan dalam Pasal 122 juga menyebutkan:

"Segala hasil dan pendapatan, seperti pun segalg dan rugi sepanjang
perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malansppean'®

Menurut Yahya Harahap, landasan dan ruang lingkuga lgang diperoleh

selama perkawinan:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya atadal
Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5iM®&71.
Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang deéaemi atau istri
di tempat yang jauh dari tempat tinggal merekaad&rmasuk harta
bersama jika pembelian dilakukan selama perkawiidman tetapi,
berbeda jika uang pembelian berasal dari hartagirguami istri. Jika
pembelian atas barang murni berasal dari hartmgii maka barang
tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketenhi didasarkan
pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1%t#farggal
16 Desember 1975.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraiag dibiayai dari

harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor

% R. Subekti dan R. Tijitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk
wetboek (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), him.29-30
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803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agstus 1970, patokandimaksudkan
untuk mencegah adanya manipulasi harta bersamdadeperceraian.
Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus retbgkat pada
setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asahddtu berasal
dari harta bersama walaupun wujud barang yang bardijiteroleh

atau dibeli sesudah perceraan terjadi.

. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama peirkaw yang

dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah putiéainkamah

Agung Nomor 806 K/ Sip/ 1974, tertanggal 30 Juli 49Falam

putusan ini telah ditentukan masalah atas namaa siapta terdaftar
bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatwa maenjadi

obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkuatpat dlibuktikan
diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannyadiedari harta
bersama, maka harta tersebut menjadi obyek hargarna.

. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Pdaghgsing

tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan mehgatih bersama.
Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari hartadmaa saja yang
menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuhhdatid pribadi

selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersdmagan

demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikeenopang dan
meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dittasa pada
Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertangg&® Desember

1975.
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5. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarny&abhdéaurisprudensi
MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dula
ketentuan tersebut menunjukan bahwa semua permhagiibadi
suami istri baik dari keuntungan yang diperolehi gerdagangan
masing-masing atau hasil perolehan msing-masinbagii sebagai
pegawai jatuh menjadi harta bersafha.

Menurut Sudargo Gautama mejelaskan:

"Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa bardagang yang
diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidakkerja tetapi dengan
adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-tyamng diperoleh selama
perkawinan adalah merupakan harta bersatha".

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untukentekan apakah
suatu harta selama perkawinan termasuk atau tiddklken harta bersama suami

istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungmezkawinan suami istri

tersebut dengan sendirinya harta tersebut mengati bersama.

D. Macam-macam Harta Ber sama
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangalRémkan harta
bersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi
1. Harta Bersama yang berasal dari harta warisan yigegoeh masing-

masing suami istri.

2 Yahya HarahapKedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agaroat. ke-1,
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), him. 249

%0 Sudargo Gautamajimpunan Jurisprudensi IndonesiéBandung: Citra aditya Baki,
1992), him. 266
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Harta warisan yang diterima masing-masing suanii sstopagaimana
Pasal 35 ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnyta hu menjadi harta
pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dangkean suami istri harta itu
dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bergangkemperjanjikanny.

2. Harta Bersama yang berasal dari harta yang digeraendiri

(pencaharian).

Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupdleata pribadi
suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan laida pzakikatnya milik pribadi
suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersamangepg masa perkawinan
masing-masing harta pribadi/harta hasil pencahatégrat diikut sertakan dalam
harta bersam¥.

3. Harta bersama yang berasal dari harta benda yaadidhkan kepada
suami istri.

Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yargridan
seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinagia Basarnya harta yang
sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawiatau selama perkawinan
tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yangddadiah ini dapat dimiliki
suami atau istri° Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendaging-
masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebenjadi harta bersama

dalam lembaga perkawinan.

31 ). satrioHukum Harta Perkawinan(Bandung: CitraAditya Bhakti, 1993), him. 194

%2 |smuha, Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Suduhdang-undang
Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islahim. 40

33 bid, him. 41-43
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Segala harta milik bersama masing-masing suamiyiatrg berupa
warisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain, dibaatand lembaga perkawinan ini
dikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian statubatta tersebut berubah
dari harta milik pribadi kemudian menjadi hartadaena.

4. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinasaiper antara
suami dan istri.

Harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersawara suami
istri, sehingga merupakan harta benda milik berdamatinya suami istri dapat
bertindak, mengambil manfaat, mempertanggung jawab&an berkedudukan
sama terhadap harta bersama tersebut. Dari peamdkasebut pada dasarnya asas
harta bersama meliputi:

a. Hasil dan pendapatan suami istri sepanjang perkawina
b. Harta yang keluar dari harta pribadi suami istri asggng
perkawinan
Sebagaima tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam IP#kayat (1), (2),
dan (3) harta bersama meliputi;
1. Benda yang Berwujud
Harta benda yang berwujud merupakan harta dengarhdiak
kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya bahwatédiadap benda yang
setiap orang wajib diakui dan dihorm&iHarta bersama yang berupa benda
berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bekgdan surta-surat berharga.

a. Benda tidak Bergerak

34 AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam(Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), him. 74
% Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdat@lakarta: Intermasa, 1982), him. 9
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Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karéatnya,
tujuannya atau penetapan undang-undang dinyata&bagai benda
tetap, misalnya: tanah, bangunan, Baistal®*® hak Eigendont’

b. Benda Bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena pamatuindang-
undang dianggap denda bergerak. Benda ini misalkgadaraan,
binatang dan lain-lain.

c. Surat-surat Berharga

Surat berharga merupakan surat karena sifatnya kémena

penentuan undang-undang dianggapsangat penting loEmilai.

Maksudnya surat-surat itu dapat bernilai uang atgakai sebagai

agunan atau bukti surat-surat berharga, misalriya>cek?® sahant

dan lain-lain.

2. Benda yang Tidak Berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak hetwidapat
berupa hak maupun kewajiban yang berlaku dan hahnasndiati oleh para pihak
agar tercapai ketentraman dalam perkawinan suami Bdlam Pasal 35 UU

Nomor 1/1974 bahwa harta yang diperoleh selamaapénan adalah harta

% Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai atau mdwmdirbangunan atau tanaman di
atas milik orang lain dengan membayar pada pemdilsejumlah uang.

%" Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati kegunassuau kebendaan dengan
leluasa dan tidak bertentangan dengan undang-urydagygberlaku.

% Giro adalah system pembayaran dengan seseorary gradg lain dengan cara
memindah bukukan perhitungan uang dalam bank.

39 Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk nagertsejumlah uang dari rekening
seseorang.

40 saham adalah surat bukti pemilikan bagian modaigpean terbatas yang memberi hak
atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilngdahyang disetor.
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bersama, yang artinya apabila suami istri selaméapgnan tidak membuat
perjanjian, maka setelah ada perkawinan harta yashghsada maupun harta yang
belum ada milik bersanta.

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta eteruh adalah
bersama-sama berhak atas harta bersama. Apa yandaida kebersamaan
adalah milik suami istri bersama. Kebersamaan ngnwndang-undang
meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh titeEdutup kemungkinan

bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kek&¥y

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Bersama
1. Hak Suami Istri Terhadap Harta Bersama
Menurut hukum Islam bahwa seorang perempuan yanghsotenikah
berkuasa untuk melakukan segala perbuatan hukyra taemtuan dari suami dan
tidak berkurang atau berubah lantaran sudah menikabi bagaimanakah hak-
hak suami istri untuk mengurus harta bersama, dphkekuasa penuh atau ada

aturan yang lainnya. Allah berfirman:
B el on Ly Ly Jany o aginns bl Juad Loy sLacdl o 50’55 bl

Dari ayat ini dijelaskan seorang laki-laki dalamueega adalah seorang

pelindung, pemberi nafkah, penjaga, pemimpin détalmarga. Menurut hukum

41 Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang PerkawirfXiogyakarta:
Liberty, 1986), him. 56

42 M. Yahya Harahap,Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama
(Yogyakarta: Ull Press, 1999), him. 66

43 An-Nisa(4): 34
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Islam bahwa perkawinan harus terjalin kerjasama Y@k, tolong menolong,
gotong royong dalam memenuhi kebutuhan rumah tadggaselalu mengadakan
musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam rumasmigga sehingga tidak
terjadi permasalahan yang menjurus kepada peroeraia

Atas ketentuan hukum Islam bahwa seorang perempaag lyersuami
berkuasa untuk melakukan segala perbuatan hukupatbantuan atas kuasa
suaminya, maka hukum Islam pada dasarnya menetaql@mi istri masing-
masing berhak memiliki dan menguasai harta kekayadradi seara sendiri-
sendiri, yang mana akan mempermudah menguasai Iestaliri dan
mengalihkannya.

Bagaimana tentang hak-hak suami istri dalam mesgbeuta bersama
mereka, hal ini diaturr dalam S.An-Nist3

Disini di jelaskan laki-laki dan perempuan kedudukg adalah
seimbang. Namun laki-laki mempunyai kelebihan satajdt atas perempuan
karena kedudukan laki-laki sebagai kepala rumadpgzan

Teer Haar menyebutkan, selama masa perkawinan suwsrmiboleh
berbuat dengan hartanya itu atas dasar permufakatanlayak, terang-terangan
dan asal mereka masing-masing dalam lingkunganasglannya sendiri yang
layak**

Suroyo Wignyodipuro mengemukakan pendapatnya tgnpamgurusan

harta bersama suami istri, adalah sebagai berikut:

44 Teer HaarAsas-asas dan Susunan Hukum Agdéih bhs K. Ng. Soebekti Poeponoto,
cet, ke-10, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), 8i8n.1
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"Tentang hal mengurus barang-barang kekayaan sigtrmi masing-
masing dapat dikatakan bahwa seperti halnya dal&mnh Islam, barang-
barang si suami dan si istri yang terpisah satuydang lain, diurus oleh
mereka masing-masing dan dalam hukum adat seosamd@idak berhak
terhadap kekayaannya yang seluas-luasnya, dendak pierlu dibantu
atau dikuasakan oleh suaminya."

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal mersgumilik
bersama (harta bersama) disebutkan dalam Pasaya241). Disebutkan bahwa
milik bersama dari suami istri diurus oleh suamal, ihi diperkuat dengan ayat (2)
bahwa si suami dapat menjual, mengasingkan dan nmatkbe barang-barang
milik bersama itu tanpa campur tangan dari istduedi menurut Pasal (3) KUH
Perdata membatasi kekuasan suami perihal menglibab&rang-barang dari
milik bersama yaitu barang-barang tidak bergerakal, rumah) atau barang
bergerak, hanya boleh dilakukan dengan maksud umgekberi kepada anak-
anak dari perkawinan itu suatu bekal untuk hidumsepanta&

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36(aydterbunyi
"mengenai harta bersama, suami istri dapat beRiatis persetujuan kedua belah
pihak”. Dari pasal ini dijelaskan:

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setedgbeasktujuan istri

2. Istri dapat bertindak atas harta bersama setealpadetujuan suami.

Namun pada prinsipnya bahwa suami istri masih lkenh@nguasai harta
bendanya sendiri sebelum mereka menikah, kecudladep harta pencaharian

bersama.

2. Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Ber sama

“5 Suroyo WignyodipuroPengantar dan Asas-asas Hukum Adaakarta: Gunung
Agung, 1984), him. 156.

46 Wiryono ProdjodikoroHukum Perkawinan di IndonesiéBandung: Sumur Bandung,
1981), him. 115-116.
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Peraturan-peraturan tentang harta bersama sepesdl B5 sampai
dengan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Passdr8pai dengan Pasal
97 dalam Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya megkah mengenai
tanggung jawab masing-masing suami isteri baikrantaereka sendiri ataupun
dengan pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperaé&ma perkawinan
dan dari harta pribadi, baik harta pencahariaru Eimnya. dengan adanya lebih
dari satu kelompok harta dalam satu keluarga tetangantarkan perihal
tanggung jawab harta bersama dan harta pribadlerderhadap tagihan atau
tuntutan pihak ketiga.

Tanggung jawab dalam ruang lingkup suami istri senadalah
berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama ddelam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai 37 dan Kompg#akum Islam Pasal 85
sampai 97 yang menyangkut tanggung jawab masingimasiami istri antara
mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Barkaya dengan pihak ketiga
tentang penggunaan harta bersama dimungkinkanptrdetang, baik hutang
pribadi atau hutang bersama.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang etagelparan
yang dilakukan masing-masing suami atau isteri agmara bersama-sama untuk
kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu ser@engeluaran sehari-hari,

hutang untuk pendidikan anak dan lain-fHin.

47 Wirjono ProdjodikoroHukum Perkawinan di IndonesiéBandung, Sumur, 1981)
him. 121.
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Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuanguatau isteri
semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribediing-masing suami
isteri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengelnarsehari-hari untuk
kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebumdbéntuk hutang untuk
kepentingan keluarga maka beban hutang tersebyadidreban harta bersama.
Pendek kata, hutang pribadi ini berkenaan dengaanpthutang yang melekat
pada milik pribadf?

J. Satrio mengatakan bahwa hutang bersama merupsdwarua
hutang-hutang yang dibuat baik oleh suami atauustuk keperluan kehidupan
keluarga mereka, pengeluaran untuk keperluan mdreksama-sama termasuk
pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadrupakan hutang yang
dibuat oleh suami atau istri sendiri untuk kepegdim mereka sendiri, bukan
untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian bagaimana pertanggung jawabannya, apabtiandp itu
bersama untuk kepentingan kebutuhan sehari-hararhatang tersebut menjadi
tanggungan harta perkawinan untuk membayarnya, gkaammengenai hutang
pribadi yang dilakukan oleh suami atau istri sengima kepentingan pribadi,
maka pertangung jawabannya dibebankan kepada hdedipmasing-masing
suami atau istri yang berhutang, namun bila suaeu #tri tidak mempunyai
harta pribadi pertanggung jawaban hutang itu dibldrakepada suami atau istri

yang mempunyai harta pribadfi.

“8 Ali Affandi, Hukum Perkawinan Indonesi@lakarta: Bina Aksara, 1986), him 172.

9. SatioHukum Harta Perkawinar(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), him. 74-76
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Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam huaoraptara suami
isteri sendiri demi kepentingan bersama menjadabettas harta bersama. Hal ini
tertera dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukurants|

"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukaruku
kepentingan keluarga dibebankan kepada harta barsam

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalamvpieda dan harta
pribadi, maka harta pribadi isteri adalah penguasga penuh di tangan isteri.
Demikian pula perihal hutang isteri tidak berbedahj dengan beban hutang
pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukaeriidaik sebelum atau
semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentkeaarga, juga menjadi
beban pribadi isteri, artinya bahwa hutang istehadap pihak ketiga, ditanggung
dan diselesaikan oleh pribadi sang isteri dimanatinaerlepas dari harta pribadi
suami atau harta bersama.

Di samping digunakannya untuk kepentingan pribading isteri,
harta pribadi isteri dapat pula dipergunakan umhénutup beban-beban hutang
yang ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jaalternatif selain harta
bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang ddipatasi dengan harta
pribadi isteri.

Penggunaaan harta isteri dalam "turut” menutupukahkgan atas
beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dara lmtsama sendiri bahkan oleh
harta pribadi suami maka baru harta pribadi istBbebani untuk menutup

tanggungan bersama.
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Kewajiban suami untuk menutup beban hutang terselamnbil
mengingat kedudukan suami sebagai kepala keldargabagai kepala keluarga
maka suami wajib melindungi isteri dan memberikagake sesuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampudhmyinya bahwa suami
dengan penghasilannya menanggung nafkah, biayahrtangga dan lain-lain.

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabilanpshn beban
hutang bersama ditutup dengan harta bersama balkop,cdiambil dari harta
kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain s utama untuk menutup
kekurangan hutang bersama diambil dari harta piréasami>?

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnygpakan
harta yang diperoleh selama perkawinan sedang k&dodwsuami isteri
berimbang dalam suatu harta bersama suami istenpureyai andil yang sana.
Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditangguagoarsama dan kalau
tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi bergihak ketiga ada
kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. BahRasal 29 sub 4 Undang-

undang Perkawinan menetapkan adanya perlindungeadap pihak ketig"

*0 pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun f&itang Perkawinan.

*1 pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun f&#dng Perkawinan.

°2 Ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasayatl(4) Undang-undang Perkawinan.
%3 Keputusan MA Nomor 1448 K/S.I.P/1974 tertangghldvember 1974.

% |bid., Pasal 4 menyebutkan selama perkawinan berlangsenjgnjian tersebut tidak

dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak@etsetujuan untuk merubah dan perubahan itu
tidak merugikan pihak ketiga.
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BAB |11
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA KEBUMEN NOMOR: 13/Pdt.G/2005.

A. Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2005/PA. Kbm tentang Pembagian
Harta Bersama.

Setiap negara, bagaimana bentuknya selalu memarlbk&um yang
berlaku di negara masing-masing, dan setiap hukemeariukan peradilan untuk
menegakkannya. Islam adaladydah wa syari’ah, keyakinan dan hukum, karena
itu pulalah masyarakat Islam memerlukan peradilangy akan menegakkan
hukum?

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tigadie@nakhusus di
Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalahdiRanaMiliter dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus kaRmragadilan Agama
mengadili perkara-perkara tertentu atau mengerangan rakyat tertentu, yaitu
mereka yang beragama Isldm.

Hal ini Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 mat@89 Jo
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agiaimesusnya Pasal
1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta perapgramdang-undangan lain
yang berlaku, antara lain: UU No0.1/1974, PP No. 28/197res No. 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. fuimal987 tentang Wali

1 Busthanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejakdunbatan,
dan Prospeknyaet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 8m.

2 Roihan A. Rasyid,Hukum Acara Peradilan Agamaet. ke-3 (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1994)Iim. 5.
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Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berweoatgk memberikan
pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukunuakgh dan harta
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam berdasatikum Island.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinarta
bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh gstari selama perkawinan.
Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentangaWerkn menegaskan
bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menfedta bersama”.
Dengan demikian harta apapun yang diperoleh mulei ghat dilaksanakannya
akad nikah sampai terjadinya perpisahan, baik gahgin hidup (perceraian)
maupun perpisahan mati, maka seluruh harta tersigmgian sendirinya menurut
hukum menjadi harta bersarha.

Kalau begitu, patokan untuk menentukan apakah shatta selama
perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersammi isteri, ditentukan
oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suateri tersebut, dengan
sendirinya harta tersebut menjadi harta bersaecuali harta yang diperoleh
dari beberapa warisan atau hibah oleh salah sasik.p8eperti yang dituturkan

oleh Soepomo bahwa barang yang diperoleh suamist&uselama perkawinan

¥ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agaos, ke-1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996)im. 1.

4 M. Yahya HarahapkKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agacea,ke-3
(Jakarta: Sinar Grafika, 20Q3)im. 299.

5 Ibid, him. 300.
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karena warisan atau pemberian, semata-mata menjddk pribadi yang
bersangkutaf.

Pembahasan yang akan dikaji kali ini adalah tenf@embagian Harta
Bersama suami istri karena perceraian. Di dalanmidigak dikenal dengan
pembagian harta bersama antara suami istri, ad@aya bersama dalam rumah
tangga didasarkan pada adat istiadat atfudalam sebuah negeri yang tidak
memisahkan antara hak milik suami dan istri.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat yamgisah antara
harta suami dan istri dalam rumah tangga. Harte@gdearian suami istri selama
perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagt bersama. Istri
berkewajiban memelihara harta suami yang beradauaiah. Apabila istri
mempunyai penghasilan, maka hasil usaha itu tidzdntpur dengan harta suami
tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Apabilansuitu kesulitan dalam hal
pembiayaan keperluan kebutuhan rumah tangga, nuakai ®isa meminjam atau
memakai uang istri untuk menutupi kekurangan peyalsia kebutuhan rumah
tangga dan suami wajib membayar kembali uang tetskkemudian hari.

Harta bersama dapat ditemukan dalam masyarakat yalagz ada
pemisahan antara harta suami dan istri. Dalam hadlara suami istri bersatu
karena adanya ikatan perkawinan. Tidak terikat kesaapa yang menghasilkan
harta itu, apakah suami yang bekerja atau istriaalumah tangga seperti ini
menganggap akad nikah sebagai persetujuan kondmmdmembina rumah

tangga. Di rumah tangga seperi ini tidak mempeksoaimasalah pembiayaan

® SoepomoHukum Perdata Adat Jawa Barétakarta: Penerbit Djembatan, 1982), him.
47.
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kebutuhan rumah tangga, kemudian apabila salahpsaangan meninggal maka
yang harus diselesaikan dahulu adalah masalah pgenbaarta bersama, setelah
itu wasiat yang meninggal, utang dan pembiayaan keman. Bila terjadi
perceraian maka terjadilah persoalan pembagiaa barsama yang di Indonesia
diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Norni&74.

Dalam masyarakat Indonesia sengketa pembagian bartama biasa
terjadi seperti kasus yang di bahas ini.

Tahap petama Ketua Majelis Hakim membuka sidang ydidghului
dengan membachasmalah. Setelah itu Hakim menyatakan bahwa sidang terbuka
untuk umum. Selanjutnya Hakim menanyakan identitaa jpihak, dimulai dari
penggugat, seterusnya tergugat yang meliputi n@mé#inti, alias/julukan/gelar
(kalau ada), umur, agama, pekerjaan, dan tempggainerakhir.

Selanjutnya Hakim mengajukan damai antar pihak yhegperkara.
Anjuran damai sebenarnya dilakukan kapan saja femaperkara belum diputus,
tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertagdaah mutlak/wajib
dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidatajau terjadi perdamaian
maka dibuat akta perdamaian di muka pengadilarkd&natannya sama dengan
putusan.

Putusan PA Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2005/PA :

Siti Aminatun Binti Saebani, umur 45 tahun, agarskarh, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt.01 Rw.02 Ketan Alian Kabupaten

Kebumen, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.M Ki&@dinS.H. dan Ahmad

7 Ibid., him. 99.
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Syaiful Amri, S.H., Advokat, Pengacara, PenasehatuHykberkantor di jalan
H.M Sarbini Nomor 120 Kebumen Jawa Tengah sebagain®amat Kuasa
Nomor 4/1/2005 tanggal 05 Januari 2005, selanjutngidebut sebagai
"PENGGUGAT"

Melawan:

Bisri bin Sardiyo, umur 57 tahun, agama Islam, pek® pensiunan PNS,

bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Kecamatan AKabupaten Kebumen,

selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saka pihak keluarga di

muka pengadilan:

Tentang duduk perkaranya:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatanrigadgal 04 Januari 2005

yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agambukken dengan Register

Nomor: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm telah mengajukan halsklbhgai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dehgagugat pada
tanggal 01 September 1975 dihadapan PPN Kantor UAgama Kecamatan
Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dilzatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor: 482/75 tertanggal 01 September 1%&sudah akad
nikah, Tergugat mengucapkaighot taklik talak

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugaatitgrsama di Desa

Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen,iRsoyawa Tengah.
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. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telelakukakn
hubungan sefba'da dukhul)dan telah dikaruani 6 (enam) orang anak, yakni:
Elisatun Basili, lahir tahun 1978 (26 tahun); Angsiyi, lahir tahun 1980
namun telah meninggal dunia; Ambarwati, lahir tahl@811 (23 tahun);
Jumtariah, lahir tahun 1984 (20 tahun); Nur Ahmadridalahir tahun 1987
(17 tahun); Sri Wahyuli Barokah, lahir tahun 1989 {ahun).

Bahwa sejak bulan Agustus 1994, perkawinan Penggiagal ergugat mulai
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dartgmgkaran karena hadirnya
pihak ketiga yakni WIL (wanita idaman lain), sejéki Penggugat dan
Tergugat pisah rumah dan kelima anak ikut Penggugat

. Bahwa pada tahun 2000, Penggugat mendengar Tergugath
melangsungkan perkawinan dengan perempuan lainabatetah memiliki
anak.

. Bahwa sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Tergglght pisah rumah
dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajitassekali, baik kepada
Penggugat maupun kepada lima anak hasil perkaveintara Penggugat dan
Tergugat (selama 10 tahun), sehingga selama itggegat bekerja sendiri
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pendglgaisama lima
anaknya hasil perkawinan antara Penggugat dan Targrrgebut.

. Bahwa karena itu Tergugat nyata-nyata telah melanggik talak yang
diucapkan sendiri, Penggugat sangat menderita ladiiin dan tidak rela

diperlakukan demikian oleh Tergugat.
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8. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugaflel@ugat sudah
tidak bisa dipertahankan lagi, karena justru akambmawamadharatbagi
Penggugat, dan penggugat berkesimpulan lebih balepaskan ikatan
perkawinan dengan Tergugat.

9. Bahwa menurut Penggugat, sesuai dengan Penjelasah B& huruf (f)
Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang PerkawimaRadal 19 huruf
(i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tenReigksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jooasn Hukum Islam
Pasal 116 huruf (f dan g) seda&hat ta'lik talakyang diucapkan Tergugat,
maka cukuplah bagi Penggugat untuk mengajukan gogatrai ini.

10.Bahwa selama berlangsungnya perceraian ini, Penggagg secarae iure
masih sah sebagai istri Tergugat, Penggugat moban ditentukan nafkah
lahir (belanja) yang harus ditanggung oleh Tergugsiuk Penggugat dan
kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugghng besarnya
masing-masing dihitung sebagai berikut;

1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluhripiah) setiap hari

2. Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dua lpdiona ribu rupiah)
setiap hari

3. Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh litba rupiah) setiap
hari

4. Untuk Jumtariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh filma rupiah) setiap

hari
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5. Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dua puiata ribu
rupiah) setiap hari
6. Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (dudahptima ribu
rupiah) setiap hari,
yang pembayarannya dilakukan setiap hari melalung®dilan Agama
Kebumen,
11.Bahwa di samping itu, demi masa depan anak-anak Ipaskawinan
Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagakapaking dari anak-anak
dimaksud posita 3, Tergugat harus dibebani tanggamgb atas nafkah dan
biaya hidup anak-anak dimaksud sampai anak tersédwtsa dan dapat
mengurus diri sendiri, yang besarnya dapat dihigeigagai berikut;
1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratas puluh ribu rupiah)
per bulan
2. Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limalpuibu rupiah) per
bulan
3. Jumtariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limahpribu rupiah) per
bulan
4. Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratoslipuluh ribu
rupiah) per bulan
5. Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh rlwtog puluh ribu
rupiah) per bulan,
yang pembayarannya dilakukan paling lambat tandgallima) setiap

bulannya melalui Pengadilan Agama Kebumen,
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12.Bahwa oleh karena sejak tahun 1994, semua kelimla laexsil perkawinan
Penggugat dan Tergugat ikut/di bawah pengasuhatifbkean/pengawasan/
pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, mak@n ditetapkan
kelima anak dimaksud dalam posita 3 tetap beradanmdaengasuhan/
pendidikan/ pengawasan/pemeliharaan Penggugat sétagandungnya,
13.Bahwa di sampping itu, selama perkawinan antara Regagglan Tergugat
telah diperoleh harta bersama berupa;
13.1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletakDeba Tanuharjo,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawadtenyakni:
a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tnuharjoadialp
nomor: 1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelak:I&as 041 ha,

batas-batas;

=  Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
= Sebelah Timur : Mungalim,

= Sebelah Selatan : Dahuri,

= Sebelah Barat : Jalan Krakal

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjbawah
nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kefaH; luas: 034 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara : Sardio,
=  Sebelah Timur : Masdar/mundir,
= Sebelah Selatan s kali,

=  Sebelah Barat : Danuri
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Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhadrjbawlah
nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelaB; Bias: 070 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara : Samsuri,
= Sebelah Timur > Sirul,

= Sebelah Selatan : Adman,
= Sebelah Barat > Sirul,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjbawah
nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelal; bias: 061 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara : Achmadi,
=  Sebelah Timur : H. Usman,
=  Sebelah Selatan : Musni,

= Sebelah Barat : H. Usman

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjbawlah
nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelaB; Bias: 035 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara : Achmadi,
=  Sebelah Timur : Adriyah/Simin,
=  Sebelah Selatan : Rubangi,

= Sebelah Barat : Syukur/Suhyati
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Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhadrjbawlah
nomor: 764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 88Jas: S.II,

luas: 055 ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Waris,
= Sebelah Timur : Sardijo,
= Sebelah Selatan - kali,

= Sebelah Barat > kali

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjbawah
nomor: 1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kedas luas: 032

ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Krono,

=  Sebelah Timur : Sochidin,
=  Sebelah Selatan : Sochidin,
= Sebelah Barat : Madreja

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjbawlah
nomor: 379, atas nhama: Sardijo, persil: 39, kekall, luas: 0143

ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Sardijo,
=  Sebelah Timur : Mukahlis,
= Sebelah Selatan : Pama,

=  Sebelah Barat : kali
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i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdrjpawah
nomor: 1181, atas nama: Bisri, persil: 36, keladl, uas: 022 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara : Sardio/Marta,
= Sebelah Timur : Mustofah,

= Sebelah Selatan : Kasiran,

= Sebelah Barat : Dulah Mukhson

13.2.Tanah sawah yang terletak di Desa Jatimulyo,aiatan Alian,
Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawah

nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelaB; Bias: 059 ha,

batas-batas;

=  Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
= Sebelah Timur : Wagiyo,

= Sebelah Selatan : Miangad,

= Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawah
nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelag; Bas: 0120 ha,

batas-batas;

= Sebalah Utara . Bisri,
=  Sebelah Timur : Tamami,
=  Sebelah Selatan : Supri,

=  Sebelah Barat : Maksudi
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c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawdah
nomor: 1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kela#i,Suas: 0610

ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Mustawi,

= Sebelah Timur : Tiwi,

= Sebelah Selatan : Bisri,

= Sebelah Barat : Maksudi, Taslim

13.3. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) menklddéstrea Impresa,
warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD,

13.4. Bangunan rumah seluas 14%) berdiri diatas tanah-gawan Tergugat di
Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kataup
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utawdik,STimur:
Marto, Selatan: tanah yang dimaksud dalam posita ()3 Barat: Dulah
Mukson.

13.5. Lembu sebanyak dua (2) ekor

13.6. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;

a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,

b. Buffet kayu jati 2 (dua) buah,

c. Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
d. Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,

e. Piring 50 (lima puluh) dozen,

f. Sendok 20 (dua puluh) dozen,

g. Garpu 5 (lima) dozen,
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h. Tatakan gelas 6 (enam) dozen,

i. Gelang emas 6 (enam) gram,

j.  Kalung emas 12 (dua belas) gram,

k. Cincin emas 5 (lima) gram,

I. Dandang 1 (satu) buah,

m. Kendil 1 (satu) buah,

n. Wajan 1 (satu) buah.
Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dgngb¢, maka harta
bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) separuh trgnggugat dan separuh
untuk Tergugat,
Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebutsdikaleh Tergugat
untuk menghindari Tergugat memindah tangankan Haetsama tersebut
kepada pihak lalin, maka mohon agar diletakkan pa@y jaminan (Sita
Marital) atas harta bersama tersebut sebelum gugatmulai disidangkan,
Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-lyakig kuat dan nyata,
mohon kiranya putusan dilaksanakan terlebih dahiitvoerbaar bij
voorraad)meskipun ada verzet, banding maupun kasasi,
Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-waktu dalam
melaksanakan putusan ini, maka kepada tergugas li#sabani uang paksa
(Dwangsom)sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) unsgtiap

harinya Tergugat lalai atau tidak melaksanakangaurtuni,
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mképada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk berkenan mksaedan mengadili

gugatan ini, selanjutnya berkenan memutuskan sebaghut:

DALAM PROVISI

I. Menetapkan menurut hukum, Tergugat wajib memberikafkah selama

berlangsungnya perceraian ini, sebagai berikut;

1.

2.

Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluhmipiah) setiap hari,
Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dua lpuiona ribu rupiah)
setiap hari,

Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh litba rupiah) setiap
hari,

Untuk Jumtariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh fiima rupiah) setiap
hari,

Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dua pudigfa ribu

rupiah) setiap hari,

Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (duahplima ribu

rupiah) setiap hari,

II. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaafkah tersebut

setiap hari melalui Pengadilan Agama Kebumen,

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
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Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yan@gkkiah oleh Pengadilan

Agama Kebumeen,

Menetapkan menurut hukum syarat ta'lik talak Teagjgglah dipenuhi

Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggugatl

AMINATUN binti SAEBANI dengan TergugaBISRI bin SARDIYO

yang dilaksanakan tanggal 01 September 1975 yaogtaé dalam Kutipan

Akta Nikah Nomor: 482/75 tanggal 01 September 19vBus karena

perceraian

Menetapkan menurut hukum bahwa Anisiyatun binti iBesiah meninggal

dunia

Menetapkan menurut hukum bahwa Elisatun Basiti, Aargi, Ambarwati,

Jumtariah, Nur Ahmad Ma'ruf, Sri Wahyuli Barokah latlaanak sah hasil

perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat harus mémberafkah dan

biaya hidup anak-anak hasil perkawinan PenggugatTaagugat, sebagai

berikut;

1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh rataa lpuluh ribu rupiah)
per bulan,

2. Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limalpuibu rupiah) per
bulan,

3. Jumtariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limahpabu rupiah) per

bulan,
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4. Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratoslipuluh ribu
rupiah) per bulan,

5. Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh rltog puluh ribu
rupiah) per bulan,

VIIl.  Memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran nafkahbiaya hidup
tersebut paling lambat tanggal 5 (lima) setiap tya, melalui
Pengadilan Agama Kebumen,

IX. Menyatakan menurut hukum bahwa:

1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Desauh&ajo,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawagdrnyakni:
a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhaljaveah nomor:

1181, atas nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, Gk ha, batas-batas;

=  Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
= Sebelah Timur : Mungalim,

= Sebelah Selatan : Dahuri,

= Sebelah Barat : Jalan Krakal

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhardpavwdih nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 50b, kelas: Sugst 034 ha, batas-

batas;
= Sebalah Utara . Sardio,
=  Sebelah Timur : Masdar/Mundir,
=  Sebelah Selatan : kali,

=  Sebelah Barat : Danuri,
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c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharpawth nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.Bst070 ha, batas-batas;

=  Sebalah Utara : Samsuri,
= Sebelah Timur > Sirul,

= Sebelah Selatan : Adman,
= Sebelah Barat > Sirul,

d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhadpawdih nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.Bst061 ha, batas-batas;

=  Sebalah Utara : Achmadi,
=  Sebelah Timur : H. Usman,
=  Sebelah Selatan : Musni,

= Sebelah Barat : H. Usman

e. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharpawhh nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.Bst035 ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Achmadli,

= Sebelah Timur : Adriyah/Simin,
= Sebelah Selatan : Rubangi,

= Sebelah Barat : Syukur/Suhyati,

f. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharfpawth nomor:
764, atas nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kel&dil, luas: 055 ha,
batas-batas;

= Sebalah Utara : Waris,

=  Sebelah Timur . Sardijo,
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=  Sebelah Selatan : kali,
=  Sebelah Barat : kali,
g. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharfpawhh nomor:

1191, atas nama: Sochidin, persil: 25, kelas: I&als: 032 ha, batas-

batas;
= Sebalah Utara : Krono,
= Sebelah Timur : Sochidin,
= Sebelah Selatan : Sochidin,
=  Sebelah Barat : Madreja,

h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhardpawhih nomor:

379, atas nama: Sardijo, persil: 39, kelas: Sulks: 0143 ha, batas-

batas;
= Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
= Sebelah Timur : Mukhlis,
= Sebelah Selatan : Parna,
= Sebelah Barat > kal

i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhardpawdih nomor:

1181, atas nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.l&du022 ha, batas-batas;

=  Sebalah Utara : Sardio/Marta,
=  Sebelah Timur : Mustofah,
=  Sebelah Selatan : Kasiran,

=  Sebelah Barat : Dulah Mukhson
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2. Tanah sawah yang terleak di Desa Jatimulyo, Kecamathan,
Kabupaten Kebumen, Privinsi Jawa Tengah, yakni;
a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulymawiah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.Bst059 ha, batas-batas;

= Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
= Sebelah Timur : Wagiyo,

= Sebelah Selatan : Misngad,

= Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulymgwiah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.l1§stu0120 ha, batas-

batas;
=  Sebalah Utara : Bisri,
=  Sebelah Timur : Tamami,
= Sebelah Selatan : Supri,
= Sebelah Barat : Maksudi

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulymawiah nomor:

1107, atas nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.Uhd: 0610 ha, batas-

batas;
=  Sebalah Utara . Mustawi,
=  Sebelah Timur : Tiwi,
=  Sebelah Selatan : Bisri,

=  Sebelah Barat : Maksudi, Taslim,
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Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk Hontl@aAsmpresa,
warna Hitam, tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.

Bangunan rumah seluas 146, rberdiri diatas tanah-gawan Tergugat di
Dukuh Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kaleapgéebumen,
Provinsi Jawa Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, rTiMarto, Selatan:
tanah yang dimaksud dalam posita 13.1.(i), BaralaMukson.

Lembu sebanyak dua (2) ekor

Alat-alat perlengkapan rumah tangga;

a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,

b. Buffet kayu jati 2 (dua) buah,

c. Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,

d. Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,

e. Piring 50 (lima puluh) dozen,

f. Sendok 20 (dua puluh) dozen,

g. Garpu 5 (lima) dozen,

h. Tatakan gelas 6 (enam) dozen,

i. Gelang emas 6 (enam) gram,

j. Kalung emas 12 (dua belas) gram,

k. Cincin emas 5 (lima) gram,

|. Dandang 1 (satu) buah,

m. Kendil 1 (satu) buah,

n. Wajan 1 (satu)buah,
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merupakan harta bersama yang diperoleh di dalarkaw&an antar
Penggugat dengan Tergugat sehingga oleh karehars dibagi dua (2),
separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat.
Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan separuta Haersama
dimaksud sebagai bagian hak Penggugat dalam ke&daang dan bebas
dari segala pembebanan, segera setelah putusafiucdapkan, secara
sukarela, apabila perlu maka dilaksanakan dengatuda alat Negara
(TNI/Palri),

Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terldatulu(Uitvoerbaar
bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi,
Menghukum Tergugat untuk membayar uang pgkseangsom)sebasar
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harrgtegat lalai atau tidak
melaksanakan putusan ini,

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biay@memenurut
hukum,

Setelah gugatan dibacakan kemudian Majelis Hakim Imeeikan

kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawgdnann

Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 (2) RBdPasal 132 ayat (1)

HIR/Pasal 158 (1) R.Bg, tergugat dapat mengajukamalpan secara tertulis atau

lisan. Di dalam mengajukan jawaban tersebut terghgais hadir secara pribadi

dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnymbiéa tergugat/kuasa

hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengaimsurat jawabannya,

tetap dinilai tidak hadir, dan jawabannya itu tidadérlu diperhatikan, kecuali
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dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisdmva Pengadilan yang

bersangkutan tidak berwenang mengadili perkaramya i

Tergugat memberikan jawabannya secara tertulianggal 14 Februari

2005 yang pada pokoknya sebagai berikut:

i

2.

Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuanRiarggugat.

Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi, Tergugat yatakan tidak
bersedia, karena Penggugat telah pergi meninggdkegugat dan melalaikan
kewajibannya serta telah dijemput oleh Tergugaktidau.

Bahwa pada satu tahun pertama pisah antar Penggagat Tergugat,
Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-ana&-resa perbulan
Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan rumah taymgéidak
harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan telahhpiempat tinggal sejak
tahun 1994 sampai sekarang dan telah sulit dirukunk

Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah umttkk-anaknya
hingga dewasa, yang harusnya memberi nafkah adalajgBugat dan orang
tuanya yang telah mengekangnya sedangkan Tergudalh $epas dan gugur
kewajibannya

Bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bersama barmgntuk tanah,
Tergugat mengakui dan membenarkannya, kecuali gaadd huruf (h) nomor
13.1 yang terletak didesa Tanuharjo yang 15 (limiad) ubin Tergugat beli
sendiri dan tanah pada huruf (c) nomor 13.2 yarigték didesa Jatimulyo

bukan harta bersama.
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7. Bahwa tentang harta bersama Honda impresa Tergdgitgernah membeli
dan Tergugat membeli Honda tahun 1995 dan bahkaggBgat sendiri yang
membeli motor poswan setelah pisah dengan Tergugat.

8. Bahwa kemudian tentang bangunan rumah, Tergugat akengepanjang
yang renovasi dan tambahannya, sedang tanah dgortzanasli bukan harta
bersama

9. Bahwa tuntutan Penggugat tentang sapi (lembu) ikafdiwhak Tergugat,
melainkan hak orang tua Penggugat, karena Penggungdt yang terakhir
maka sapi (lembu) telah dikembalikan kepada oraag’enggugat

10.Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat sepanjangapmmatumah tangga
masih ada dan jumlahnya Tergugat tidak pernah niemgmya apakah masih
sebanyak tuntutan Penggugat tersebut

11.Bahwa untuk almari kayu, yang satu buah adalah gamag lainnya harta
bersama

12.Bahwa untuk kalung, gelang dan cincin Tergugat tidaki

13.Bahwa Tergugat tidak berkeberatan harta bersamsebtar dibagi asal yang
merupakan harta bersama dan juga harta yang bdradmgan Penggugat
dibagi juga dengan cara yang adil

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebutygBgat melalui

Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya secanaisetertanggal 02 Maret

2005 yang dianggap telah masuk dalam putusan ini;
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Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut,ugatguga telah
mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal Mdret 2005 yang telah
dianggap masuk dalam putusan ini;

Pada tahap pembuktian, baik penggugat maupun t&rguaiperi
kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-balitiberupa saksi-saksi, alat
bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bdigamleh hakim.

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk mempérdaiepastian, bahwa
suatu peristiwva atau fakta yang diajukan itu bemsrab terjadi, guna
mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.

Terkait dalam kasus ini pada sidang lanjutan, Biinatun Binti
Saebani selaku penggugat mengajukan bukti surat-sebagai berikut:
1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/VIl/1®%angggal 24 Juli
1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketan Alian (P.1)
2. Foto Capy Kutipan Akta Kelahhiran Nomor: 6521/DIS/198nggal 12 Juli
1997, yang dikeluarkan oleh Kamtor Cataan Sipilifsien Kebumen (P.2)
3. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 21/V/93 tanggal 2@i M993, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.3)
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2525/DIS/20@2aggal 01 April
2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Siplhijzaten Kebumen (P..4)
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2526/DIS/20@2ggal 01 April
2002, yang dikeluarkan olehKantor Kependudukan d2atatan Sipil

Kabupaten Kebumen (P.5)
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6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2594/Tp/20@2ggal 01 April
2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan ¢zatatan Sipil
Kabupaten Kebumen (P.6)

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2595/Tp/20@&gal 01 April
2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dzatatan Sipil
Kabupaten Kebumen (P.7)

8. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri tanggal 12 dber 2004, yang
dikeluarkan oleh Kepala desa Tanuharjo (P.8)

9. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri nomor: 1107ggai 29 Nopember
2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharf) (P

10. Surat Pernyataan Sdr. Muhni tertanggal 09 Mei Z60%0)

11.Foto Copy Surat Pernyataan Simuh tertanggal 0420@5 (P.11)

12.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. H. Dahuri tertdr@g#viei 2005 (P.12)

13.Foto Copy Surat Pernyataan Mad Sirod tertanggdfi@i42005 (P.13)

14.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Bu Muslimah tegah@® Mei 2005 (P.14)

15.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Ny. Bahjati tertan@¢ Mei 2005 (P.15)

16.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Sochidin tertar@gaei 2005 (P.16)

17.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Muchlis tertanggaflei 2005 (P.17)

18.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Supriyanto tertr@gMei 2005 (P.18)

19. Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Yadi tertanggdi€42005 (P.19)

20.Foto Copy Surat Pernyataan Sariyah binti H. Nur HiRekih (P.20)

21.Foto Copy Surat Pernyataan H. Ajib Sugiyanto tah@gaViei 2005 (P.21
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Adapun selain mengajukan beberapa bukti surat, queyag juga
menghadirkan beberapa saksi yaitu:
Muhamad Matori bin Saebani, umur 47 tahun, agantamils pekerjaan
kontraktor, bertempat tinggal di Jakarta.
Nur Sodik bin Pernataruna, umur 45 tahun, agansnispekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Rt.04 Rw.04, Kwtan Alian,
Kabupaten Kebumen.
Elisatun binti Bisri, umur 27 tahun, agama Islamkgrjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Bekasi.
Muhammad Hasani bin M. Taslim, pekerjaan Kepala aDd&snuharjo,
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.
Paryadi bin M. Bofi, umur 49 tahun, agama Islamkepman Kepala Desa
Jatimulyo, Kecamata Alian, Kabupaten Kebumen.

Kemudian tergugat juga telah mengajukan bukti ssuedt sebagai

berikut:

1.

Pembuktian Tergugat ke | yang dibuat dan ditandgtiain Tergugat Bisri
tertanggal 18 April 2005 (T.1)
Pembuktian Tergugat ke 1l yang dibuat dan ditantgai Tergugat Bisri
tertanggal 18 April 2005 (T.2)
Pembuktian Tergugat ke Il yang dibuat dan ditaadgani Tergugat Bisri

tertanggal 18 April 2005 (T.3)

. Pembuktian Tergugat ke IV yang dibuat dan ditandgtanTergugat Bisri

tertanggal 18 April 2005 (T.4)
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5. Pembuktian Tergugat ke V yang dibuat dan ditandat@ingergugat Bisri
tertanggal 18 April 2005 (T.5)

6. Pembuktian Tergugat ke VI yang dibuat dan ditandgtanTergugat Bisri
tertanggal 18 April 2005 (T.6)

7. Pembuktian Tergugat ke VII yang dibuat dan ditaangani Tergugat Bisri
tertanggal 18 April 2005 (T.7)

8. Surat penguasaan tanah Nomor: 03/P.DS/04 yang dikalualeh Kepala
Desa Jatimulyo tanggal 02 Mei 2005 (T.8)

9. Kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal hl 2003 yanng telah
diberi materai cukup (T.9).

10.Surat pemberitahuan pajak terutang atas nama MuoksRekih yang
dikeluarkan oleh Kantor PBB Purworejo tanggal O8udai 2004 (T.10)

11. Surat persaksian/pembuktian yang ditandatangahitéleNursalim Fakih dan
Nasiran tertanggal 27 Mei 2005 (T.11)

12.Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditdaaoigani oleh H. Badri
Sumarto tanggal 16 Juni 2005 yang telah bermatekaip (T.12)

13.Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditandani oleh Bisri
tanggal 16 uni 2005 bermaterai cukup (T.13)

14.Surat pembuktian yang dibuat dan ditanda tanga Blardi tanggal 16 Juni
2005 dan bermaterai cukup (T.14)

15.Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Tanuharggs&i?0 Desember

2004 (T.15)
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16.Satu Bendel Foto Copy surat dari anak Tergugatrieddri 3 surat dan
bermaterai cukup (T.16)

17.Satu Bendel foto copy catatan yang dibuat oleh dgag dan bermaterai
cukup (T.17)

Adapun selain mengajukan beberapa bukti surat, ugetg juga
menghadirkan beberapa saksi yaitu:

1. Nusiran bin Dulah Reja, umur 53 tahun, agama Islgekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Peduneran Krakal, Kecamalian, Kabupaten
kebumen.

2. Bibit bin Mad Sulhan, umur 45 tahun, agama Islaakepjaan tani, bertempat
tinggal di Desa Karangkembang, Kecamatan Alian,ugalten Kebumen.

3. Hardi bin Mustofa, umur 55 tahun, agama Islam, gake tani, bertempat
tinggal di Desa Tnuharo, Kecamatan Alian, Kabup#telnumen

Berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan pelgggu tergugat
memebenarkan kecuali tentang tanah sawah dengan Ndm@v Persil 40, S.III,
itu bukan milik Tergugat, meskipun pembayarannyeurdah tergugat oleh
saudara Nasiran.

Setelah tahap ini yaitu kesimpulan kemudian KuasagBugat telah
mengajukan kesimpulam secara tertulis tanggal Zite8#er 2005, sedangkan
Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lissg ymda pokoknya tetap
pada pendirian semula. Maka tahap selanjutnya lageid@imbangan Hakim.

Pertimbangan atau yang sering disebut dergarsideransmerupakan

dasar putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pemigamadari putusan tidak
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lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggualgan kepada masyarakat
mengapa Hakim sampai mengambil putusan demikidnngga oleh karenanya
mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar dari patu harus dimuat dalam
pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 Rbg).

Adapun pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelitakim
Pengadilan Agama Kebumen adalah sebagai berikut:
1. Dalam Provisi

Menimbang bahwa dalam provisi tersebut Majelis Hakimampunyai
pertimbangan; bahwa untuk menjamin kelangsungarprséhari-hari anak-anak
Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan képerluan hidup sehari-
hari, hal mana itu merupakan kewajiban Tergugadksehyah dari anak-anak
yang belum bisa mandiri, maka provisi Pengugathiikean sebagian

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat tersebut hanyakuanak-anak
yangbelum dewasa sedang nafkah untuk anak-anak tdsvasa dan istri
(Penggugat) ditolak.
2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hartanhengang berupa
tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kesaalah pada huruf (h) posita
13.1 yang terletak di Desa Tanuharjo, sawah-sawabklat bukan harta bersama
melainkan 15 (lima belas) ubin adalah warisan otaagrergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatanrsrgéugat telah

mengajukan bukti P.8, P.17 dan seorang saksi, BuBtberupa foto copy wajib

8 Sudikno Mertokusumd-Hukum Acara Perdata Indones{ogyakarta: Liberty, 2002),
him. 178.
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pajak atas nama Bisri sedang bukti P.17 berupa femyataan Sepihak dan
seorang saksi yang menyatakan bahwa sawah terbebagal dari orang tua
Tergugat, namun saksi tidak mengetahui perolehannya

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di ataka dapat ditarik
kesimpulan bahwa saat Tergugat menerima warisan alang tuanya yang
berupa tanah sawah yang pembelian tanah sawah uerseisih dalam waktu
Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawjiang sah secara agama
Islam.

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Btrgug

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hartanbengang berupa
tanah atau sawah telah diakui oleh Tergugat, kesaalah pada huruf (c) posita
13.2 yang terletak di Desa Jatimulyo, sawah-sawaehet bukan harta bersama
melainkan milik Nasiran.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannymdreigat telah
mengajukan bukti P.9 dan P.21 serta saksi. Bukidéalah bukti pembayaran
pajak (IPEDA) atas nama Bisri, demikian juga bikR P adalah surat pernyataan
sepihak adanya jual bali tanah atau sawah, sersa \&ky menggatkan bukti P.9
bukan atas dasar penglihatan sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat membantah gugatan Pengdaigat posita
13.2 huruf (c) yang dikuatkan dengan bukti-buktin dsaksi. Dalam hal ini
Tergugat juga menghadirkan bukti-bukti dan saksiukinmenguatkan dalil
bantahannya, seperti: bukti T.9 yang berupa kwitpesbayaran sebidang tanah

tertanggal 11 Juni 2003 yang telah diberi mateukup, serta bukti T.11 yang
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berupa surat persaksian/pembuktian yang ditandmiamleh H. Nursalim Fagih
dan Nasiran tertanggal 27 Mei 2005

Kemudian saksi-saksi yang bernama Nasiran bin DWRaa yang
menyatakan saksi selaku pembeli sawah dimaksudh telanyerahkan uang
sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupialpakla Nursalim Fagih selaku
penjual. Saksi yang kedua bernama Bibit bin Madl&@yhmenyatakan bahwa
selaku saksi menyaksikan atau melihat sendiri Nasm@nyerahkan uang
tersebut kepada Nursalim Fagih selaku mertua saksintah Tergugat dengan
jumlah sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas jutalu)pi

Berdasarkan fakta-fakta yang ada d iatas maka dhaaik kesimpulan,
bahwa bila bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti giegat dikonfontir dan
kualifisir, maka guggatan Penggugat yang menyatakavah yang ada di dalam
posita 13.2 huruf (c) adalah harta bersama antargugat dan Tergugat tidak
terbukti dan harus ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat tgshaatta bersama
yaitu berupa kendaraan roda dua merk Honda Astrgageba nomor Polisi
AA.5981HD dan alat perlengkapan rumah tangga sertagusean rumah.
Kemudian Tergugat mengakui keberadaan gugatan Bgaggersebut sebagai
harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undatang No. 1 tahun 1974,
yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawiremadi harta benda bersama
antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Yai(dua) ekor

lembu, gelang, kalung dan cincin yang mana kebarada sudah tidak ada serta
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buktinya tidak jelas, karena itu Tergugat menolak ¥ajelis hakim berpendapat
bahwa tuntutan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertigapardi atas,
maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagratidd& menerima sebagian
lainnya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangignda. 7 Tahun
1989 perkara penyelesaian harta bersama masuk @edamg perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tah88@ tGya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Setelah memperhatikan segala peraturan perundafajgan yang
berlaku hukum syara’ yang berkaitan dengan perkaranaka Majelis Hakim
mengadili:

1. Dalam Provisi
a. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untukgsaiba
b. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada-anak Tergugat
bernama NUR AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYU BAROKAH
sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setitgmb
c. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.
2. Dalam Pokok Perkara
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
b. Menjatuhkan talak satu bain tergugat kepada perggigu
c. Menyatakan secara hukum; bahwa harta-harta yangteytdalam posita

nomor: 13.1., 13.2. huruf (a dan b), 13.3., 131dn 13.6. huruf (a, b, c, d,
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e, f, g, h, I, m, dan ,n) diperoleh selama mas&gvénan Penggugat dan

Tergugat, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Unatzateng No.1 tahun

1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atagitetapkan

sebagai harta bersama antara Pengugat dan Tergugat.

Demikian dijatuhkannya putusan ini pada hari Ranggial 12 Oktober
2005 M atau tanggal 08 Ramadhan 1426 H oleh kami \Wekhidun Ar, S.H,
M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. BadirMukhtar dan Drs.
Khabib Soleh, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan npawa hari itu juga
diucapakan dalam persidangan yang terbuka untukruwigh Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh Drs. Mukhtaruddin sebagai feami Pengganti dengan

hadirnya Kuasa Hukum pihak Penggugat dan pihakuberg

B. Penyelesaian perkara sengketa harta ber sama.
Pengaturan tentang harta bersama terdapat dalamignddang Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 37 "Bila perkawinan putus kapemeeraian, harta bersama
diatur menurut hukumnya msing-masing”. Didalam pasanenyebutkan bahwa
harta bersama baru dapat dibagi kalau percerdemterjadi.
Mukti Arto menyebutkan bahwa tata cara penyelesammgketa harta
bersama adalah:
1. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dagt harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajuan kepaediilan Agama

(Pasal 98 KHI).

° Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agaroet. ke-4 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), him. 248-250
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. Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa:

a. Penentuan harta bersama suami istri

b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama saiami is

c. Penentuan bagian masing-masing suami istri

d. Pembagian harta bersama suami istri

. Sengketa harta perkawinan dapat timbul karena:

a. Putusnya perkawinan, baik karena kematian maupuren&a
perceraian, atau

b. Tanpa putusnya perkawinan.

. Penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat dmjuka

a. Bersama-sama dengan perkara perceraian,

b. Setelah terjadinya perceraian, atau

c. Setelah terjadinya kematian salah satu pihak dems istri atau
kedua suami istri.

. Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajuparkara

perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengpamgielesaian harta

bersama suami istri, baik dalam konpensi dari peggtgpemohon

ataupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat/teomdPasal 66 (5)

dan Pasal 86 (1) UU No. 7/1989).

. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggab

penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dhteatma dan

diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan percesdau tidak
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diterima sehingga harus diselesaikan setelah @eaceterjadi sebagai

perkara tersendiri.

7. Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabanglengan
perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketarp@n, sehingga
jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima)aka perkara harta
bersama harus tidak diterima dan jika perkara peisre dikabulkan
maka pembagian harta bersama dapat sekaligussdidein.

8. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersagandegrceraian ini
merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada péangadalam
lingkungan Peradilan Agama.

9. Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula dajusetelah
perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian

10.Demikian pula pembagian harta bersama dapat pujakdia setelah
perkawinan putus karena kematian dan dapat pularetipa dengan
pembagian harta warisan.

11.Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka:

a. Sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harigketa
merupakan harta bersama atau harta pribadi suaimitiska hal itu
harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi

b. Apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yangvdjudkan
adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenamgddan Umum
(selanjutnya baca BAB VI bagian N angka 4 tentangylseta Hak

Milik dan keterpaduan lain).
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12.Dalam sengketa tentang harta perkawinan, maka pdrak plapat
mengajukan permohonan sita jaminan.

13.Apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan atersykarela
maka pihak yang berkepentingan (penggugat) dapabgajgkan
permohonan eksekusi.

Seperti telah diketahui bahwa putusan Nomor:13/Pd)@&R/PA.Kbm
adalah putusan gugatan tentang gugatan percemi@ndidalamnya juga memuat
gugatan nafkah anak, hak asuh anak, nafkah iatta bersama.

Dengan begitu gugatan ini termasuk dalam gugatanulasi obyektif
yang didasarkan pada Pasal 66 ayat (5) dan Pasaya&6(1) UU No.7/1989
menyatakan bahwa permohonan/gugatan soal penguasaknnafkah istri dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sadengan
permohonan/gugatan perceraian ataupun sesudahgiencerjad’

Dalam memutus sengketa pembagian harta bersama, hakkm harus
mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban TdrgRgplik Penggugat,
dan Duplik Tergugat serta para saksi dari masingrgapihak Penggugat
maupun Tergugat.

Sengketa pembagian harta bersama yang terdapat gakita poin 13.1
huruf (h), Majelis Hakim memandang bahwa harta ppda 13.1 huruf (h)
adalah harta bersama karena Tergugat mengakuirisbatiwva sawah tersebut

Tergugat sendiri yang membeli dan pembelian sawedeliat dilakukan dalam

10 bid, him. 44
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rentang waktu Penggugat dan Tergugat masih terikiaind ikatan perkawinan
yang sah.

Kemudian harta dalam posita poin 13.2 huruf (c)gydisengketakan oleh
Penggugat dan dalam hal ini telah mengajukan ssta bukti P.9 (Foto copy
nama Wajib Pajak An. Bisri Nomor. 1107 tanggal 29&mber 2004 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo) dan P.2&(Eapy Surat pernyataan H.
Ajib Sugiyanto tanggal 05 Mei 2005).

Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa bukti Bkt
pembayaran pajak dan P.21 pernyataan sepihakngeatdanya jual beli tanah
atau sawah, sedangkan saksi Penggugat hanya mgkemaatas dasar catatan
yang tertuang dalam bukti P.9 bukan atas penghrsgadiri.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan salexi Tergugat
yang bernama Nasiran bin Dulah Reja selaku pembehtatau sawah tersebut
telah menyerahkan uang Rp.13.000.000,- (tiga lpetasupiah) kepada Nursalim
Fekih selaku mertua Tergugat, dimana transaksliidkukan di rumah Tergugat.
Sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa harta dgasita 13.2 huruf (c)
bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaansptd yang mana
pada pemeriksaan tersebut dihadiri pula oleh pgiaék serta perangkat desa
setempat dan pada pemeriksaan tersebut antaraugangtan Tergugat terjalin
persamaan pendapat tentang luas dan parameter dipagai pada obyek

sengketa.
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Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada telah terbakta-harta yang
berada dalam posita Nomor: 13.1, 13.2 huruf (a) @n13.3, 13.4 dan 13.6
huruf (a, b, c, d, e, f, g, h, I, m, dan n) dipelolpada waktu Penggugat dan
Tergugat dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkaangaundang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berburifdarta bersama yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersamafan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf
(f) berbunyi:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah ad&latia yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-samasistri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut hdmasama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun; Remsgn anak atau
hadlanahadalah kegiatan mengasuh, memelihara damidile anak hingga
dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hulslemm "Janda
atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdaid ldarta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjiarrkaavinan”. Dengan melihat
ketentuan KHI maka hakim dalam amar putusannya meskamh bahwa sengketa
pembagian harta bersama itu dibagi menjadi dua usdgpelaksanaannya

dilakukan secara sukarela.



BAB IV.
ANALISISTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

NOMOR: 13/Pdt.G/2005 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.

A. Gugatan Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2005 tentang Sengketa Pembagian

Harta Bersama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama termaktub dalentlang-undang
No. 7 Tahun 1989o. Undang-undang No. 3 Tahun 20@éntang Peradilan
Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umgka &, serta peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku, antara mdang-undang No. 1 Tahun
1974, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1&8%&ang Kompilasi Hukum
Islam.

Sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama Kebumenukunt
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyé&bkasaetiap perkara yang
diajukan, selama perkara yang diajukan tersebualdenar-benar menjadi tugas
dan wewenang Pengadilan Agama. Salah satu perkararganjadi tugas dan
wewenang Pengadilan Agama Kebumen adalah penyealesaida bersama.
Begitu pula halnya perkara yang diajukan oleh Sitiinatun selaku penggugat
dalam kasus pembagian harta bersama adalah mdogeak dan wewenang
Pengadilan Agama Kebumen dan menjadi upaya Majelakini untuk
diselesaikan dan dicari kebenaran hukumnya.

Upaya yang ditempuh Majelis Hakim di Pengadilan Agatedhumen

setelah menerima dan memeriksa perkara kasus pamisata bersama antara
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Siti Aminatun binti Saebani (penggugat) dengan BisriSardiyo (tergugat) yang
pertama kali dilakukan oleh Majelis Hakim adalahusaha mendamaikan kedua
belah pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal bg4 tetapi karena kedua
belah pihak tidak tercapai kata damai dan bersikukotuk menyelesaikannya
melalui jalur hukum, maka upaya selanjutnya yamtakdkan oleh Majelis Hakim
adalah memberi hak masing-masing kedua belah pialaki untuk membacakan
gugatannya bagi penggugat dan memberikan jawababpagiatergugat dalam
persidangan.

Terhadap pokok perkara gugatan penggugat padangas&ergugat
tidak mempersoalkan gugatan penggugat, namun padmtasn penggugat
terhadap nafkah yang harus diberikan secara pespdda anak-anak, istri. Selain
itu tergugat juga mempermasalahkan harta bersammgy ydianggap oleh
penggugat adalah harta bersama. Sidang kemudianjulkan dengan acara
Replik tergugat pada tanggal 02 Maret 2005, yamgnpitkan dengan agenda
sidang Duplik pada tanggal 14 Maret 2005. Dalam talmapHakim akan
mendengarkan atau mengetahui duplik dari tergugatpai adanya titik temu
antara keduanya, atau dianggap cukup oleh Hakimk uitanjutkan pada tahap
berikutnya.

Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acamabpktian dan hal
ini sesuai dengan Pasal 389 Pasal 389 dan 122 HIR. Majelis Hakim juga
meminta kedua belah pihak agar dapat memberikati-bukti. Upaya pemberian

bukti ini dilakukan agar bukti-bukti yang diajukadapat membenarkan,
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memperkuat atau mendukung gugatannya bagi penggtmateksepsi/tangkisan
bagi tergugat.
Dasar hukum pembuktian ini adalah terdapat dalasalPE63 HIR/Pasal
283 R.Bg dan Pasal 1865 BW. Adapun bunyi ketigalpasgpada hakekatnya
sama yaknt:
"Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ryefieitkan sesuatu
perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untrkpantah hak orang
!ain, maka orang itu harus membuktikan adanya ek adanya kejadian
itu”.

Hubungan antara suami dan istri merupakan masaldtokpalalam
hubungan antara sesama manusia sebagai individausimasebagai makhluk
sosial (zoonpoloticoon)nanusiahumasocra humitfi Sehingga manusia sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat, barugsa Negara saling
membutuhkan.

Berbicara tentang hubungan suami istri pada hakga&amenurut Islam

haruslah dilandasi unsara'ruf. Sakinah, mawaddalanwarahmah Allah SWT

berfirman:

ey oy Ll 1ot gyl (St o S gle o camle ay
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! AnshoruddinHukum Pembuktia@Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 41.

2 Mohd. Idris RamulyoHukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Bitan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islaf@akarta: Sinar Grafika, 2004), him. 25

% Ar-Rim (30): 21.
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Namun kadang hubungan antara suami istri dalam rdamgjga baik karena
kesibukannya masing-masing dalam kesehariannyegkadupa akan petunjuk
Allah yang tertulis dalam surat ini. Hal ini yangengakibatkan di antara mereka
terjadilah hal yang dibenci Allah yaitu putusnyadbogan perkawinan suami istri
tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 13/Pdt.GRBAsHmM
tanggal 04 Januari 2005 adalah perkara gugatarenaéan dari istri terhadap
suami yang di dalamnya memuat persoalan hadan@tghnanak, nafkah istri,
dan harta bersama.

Bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nonmiah®in 2006
menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anaihraaflk, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sdengan gugatan
perceraian. Artinya bahwa gugatan tentang harta i@rsiapat diajukan sebagai
gugatan yang menyertai gugatan pokok yaitu guggiarceraian, hal ini
mengindikasikan asas peradilan sederhana, biayarrjman cepat.

Sudah disebutkan bahwa gugatan pokok dari gugatanadalah
perceraian dari pihak istri. Setelah terjadi peaimar maka mantan istri berhak
untuk menuntut harta bersama tersebut dibagi arRargggugat dan Tergugat
masing-masing separoh bagian.

Alasan dari Penggugat mengajukan gugatan terhadequgte di
antaranya bahwa tergugat telah memiliki WIL (wandaman lain) yang pada

akhirnya dinikahinya, tidak pernah memberikan nafkajib kuang lebih selama
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10 tahun sejak tahun sejak hubungan perkawinamaap&nggugat dan tergugat
tidak harmonis lagi, kepada penggugat atau kepaaleanaknya.

Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menjatuhkan tadatu bain tergugat
kepada penggugat. Karena tergugat sudah melanggik talak yang
diucapkannya sendiri waktu pelaksanaan pernikatglain itu penggugat merasa
sakit lahir batin dan tidak rela diperlakukan dearikoleh tergugat.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan maka dalammiH@enggugat
dan Tegugat mohon kepada Hakim untuk menetapkawabdlanah-Sawah dan
Tanah-Kering yang terletak di Desa Tanuharjo, Kextam Alian, Kabupaten
Kebumen yang terdapat dalam posita Nomor 1X.1.a,e,£,d,h,l, dan Tanah-
Sawah yang terletak di Desa Jatimulyo, KecamataanAlKabupaten Kebumen
yang terdapat dalam posita Nomor IX.2.a,b,c, daratugang berdiri diatas tanah
gawan Tergugat.

Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama ini imalkien harus
memperhatikan beberapa pertimbangan dalam jawabandisampaikan baik itu
dari Penggugat, Tergugat dan para saksi.

Dalam jawaban yang diberikan oleh Tergugat dan pakai gentang
Tanah yang terletak di Desa Jatimulyo dan Desa Tajouliang besar, batas-
batas, dan macamnya tersebut dalam posita gugatan gugat menyatakan
bahwa tanah pada huruf (h) nomor 13.1. yang terkditilesa Tanuharjo yang 15
(lima belas) ubin Tergugat beli sendiri dan tanatigphuruf (c) nomor 13.2. yang
terletak di Desa Jatimulyo bukan harta bersama. Bleaigrumah yang berdiri

diatas tanah gawan Tergugat menyatakan sepanjangaerdan tambahannya
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berasal dari uang yang dihasilkan selama masaywerén, sedangkan rumah asli
dan tanah bukan harta bersama.

Jadi yang menjadi persoalan adalah pembagian hersama yang
berupa tanah pada posita nomor 13.1. huruf (h) yarietak didesa Jatimulyo
sebesar 15 (lima belas) ubin dan nomor 13.2. h(dufyang terletak di Desa
Tanuharjo, serta rumah yang berdiri di atas tamabag Tergugat.

Kalau kita telusuri asal usul harta yang dipunyaarsi istri dapat
dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Harta Hibah dan harta warisan yang diperoleh salahasg dari

suami atau istri.

2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin.

3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau kaperkawinan.

4. Harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pada harta hibah atau wasiat baik yang diterimansefserkawinan atau
sebelum perkawinan statusnya sama, yaitu tetap maiking-masing dari suami
istri. Hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nothdahun 1974 Pasal 35
ayat (2) dan Pasal 36 ayat {2).

Menurut penyusun harta bersama yang berupa tarddn pasita 13.1
huruf (h) yang terletak di Desa Jatimulyo sebesauldif dan nomor 13.2 huruf
(c) yang terletak di Desa Tanuharjo serta tanah gay@ag di atasnya terdapat
bangunan rumah. Harta yang terdapat diposita 13taf i{h) tergugat sudah

mengakui bahwa harta yang terdapat dalam pposiébet adalah harta bersama.

4 |smuhaPencaharian Bersama Suami Istflakarta: Bulan Bintang, 1986), him. 145-
146
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Kemdian harta yang terdapat dalam posita 13.2 h(@ufmenurut penyusun
karena harta itu terbagi menjadi dua kepemilikasngr jadi harus dipisahkan
dahulu. Dimana setengah dari harta itu adalah heatégsan orang tua tergugat
dan sebagiannya milik orang ketiga. Jadi hemat ymny selama tidak adanya
perjanjian penyatuan harta bersama antara suamnistka hendaknya harta yang
terdapat di dalam posita gugatan cerai gugat itpisah mana harta yang
dihasilkan selama perkawinan dan harta gawan hai#taiti suami atau istri. Hal
ini agar terjadi kejelasan mana saja yang masukgsebharta bersama, harta
hibah, atau harta hasil usaha sendiri. Setelabatu membaginya sesuai dengan
ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan menurut penyusun harta yang terdapat dadsita 13.2
huruf (c), bukanlah harta bersama antar suamitestsebut. Karena pada awalnya
dalam perkawinan mereka tidak ada perjanjan penydtasta bawaan mereka
menjadi harta bersama. Selain itu sebagian data har kepemilikannya dari
pihak ketiga, tidak ada katannya dengan harta bersa

Namun berdasarkan wawancara dengan Hakim PengadilamaAga
Kebumen, beliau berkata: bahwa penyatuan harta ldavaan masing-masing
suami istri tidaklah harus dibuat akta perjanjanl iHakarena pada saat suami
istri melakukan perkawinan, disini secara tidalgkamg sudah terjadi percampran
dari harta mereka.

Dengan menggunakan prinsip keadilan dalam menyk&sgembagian

harta bersama yang terkait dengan kasus ini, makamHaemutuskan bahwa

® Wawancara dengan Bapak Drs. Khabib Soleh, S.lggtri3 Agustus 2008
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harta-harta yang diperoleh selama ikatan perkawihardibagi menjadi dua,
kecuali harta masing-masing suami istri dan haetada yang diperoleh masing-
masing sebagai hadiah atau warisan.

Hakim dalam memutuskan perkara pembagian hartarbargd sudah
dilakukan dengan prosedur yang sudah ada dan Bdakdengan sukarela oleh
para pihak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Sengketa Pembagian
Harta Ber sama.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembaggas tyang tetap
antara para pihak dan hakim. Para pihak harus marigekan peristiwanya
sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, Hakim bertugas mestgkon
mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengstatir artinya Hakim harus
menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang mildeakan oleh para pihak itu
adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapakdkan melalui pembuktigh.

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yamgebera harus
menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jetas singkat. Dengan
menggambarkan duduk perkara maka Hakim mengkonstatit-dalil gugat atau
peristiwa yang diajukan. Mengkostantir dalam hal adalah bahwa Hakim
melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masu&ng benar tidaknya

peristiwa yang diajukan padanya.

6 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdatdyim. 135.
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Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus desegatil-adilnya.

Sesuai firman Allah swt:

Tl 155E OF uldl oy a2 1315

Sl Bl g oS e O

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Hakim sebagaarsg@emimpin
yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam ralayaharus menurut
segala apa yang telah ditunjukkan oleh hukum-hukgyara’, maka segala
perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan kagyianakat agar nantinya
diharapkan tidak terjadi kesalahan yang tidak diikgn. Dalam kaidah/igh

disebutkan sebagai berikut:

ddaliadll o giedge ) e o V) Co sl

Adapun pertimbangan Hakim dalam perkara pembagiaa h&rsama
antara Siti Aminatun binti Saebani (penggugat) dendgsri bin Sardiyo
(tergugat), dapat penyusun ringkas sebagai berikut:

1. Dalam Provisi
Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin kelangaangdup sehari-
hari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masihbotahkan biaya
keperluan hidup sehari-hari, hal mana itu merupakewajiban Tergugat

selaku ayah dari anak-anak yang belum bisa mandiri.

" An-Nisa’ (4): 58.
8 Al-Ma’idah (5): 42.

® Abdul Hamid HakimMabadi'u al-Awaliyah(Jakarta: Sa'adiyah Putera, t.t), him.40.
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Putusan Majelis Hakim mengenai perkara ini, menpartyusun telah
sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalatangrundang Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo Kompilasi Hukslanh Pasal 80 ayat 4
huruf (@), pasal 105 huruf (c).
2. Dalam Pokok Perkara
Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yengggat dalam
posita 13.1 huruf (a), (b) dan posita 13.2 hurub(ec, d, e, f, g, h, i, I, m, dan

n) adalah harta bersama antara penggugat dan &trgug

Dalam kasus pembagian harta bersama ini, hakim daemutus
perkara ini mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UndadgagnNomor 1 Tahun 1974
"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjaaita bersama"
Artinya bahwa adanya harta bersama antara suanteisadi setelah adanya akad
nikah. Dalam wawancara dengan hakim menyatakan baleganjpan yang
dibuat sebelum atau sesudah terjadinya perkawimaang adanya harta bersama,
mengenai pembagiannya tetap dibagi dua berdashatatiatas.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka istri berhakdapatkan
separoh dari harta bersama sebagai hasil jeribhpggaselama perkawinan. Hal
ini mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islamuyaipabila perkawinan
putus akibat perceraian ataupun kematian maka masirgrgaekas istri atau
suami mendapatkan separoh dari harta bersamddkim juga mengacu pada

ketentuan al-Qur'an:
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Ayat ini menjelaskan bahwa suami memberikan pembekipada
istrinya yang sudah diceraikan.

Keputusan Majelis Hakim sebagaimana yang tertuarajand
putusannya No. 13/Pdt.G/2005/Pengadilan Agama Kebwmalem menerima
gugatan penggugat sebagian dan tidak menerima nsealebihnya,
menghukum tergugat untuk membagi dua secara sar@ldgasama tersebut,
menghukum penggugat untuk membayar biaya perkargadepertimbangan-
pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. MaKanddal ini Pengadilan
Agama Kebumen dalam penyelesaian pembagian harsarba antara Siti
Aminatun binti Saebani selaku penggugat dan Bisni Bardiyo selaku

tergugat menurut penyusun telah sesuai dengantkateyang ada.

10 Al-Ahzab (33): 49
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa pembagian harta bersama adalah sengketelgsaian harta
bersama suami istri yang diajukan bersama-samaadepgrkara perceraian
dalam bentuk gugatan cerai gugat. Adapun hasil ggreyoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Gugatan  sengketa  pembagian harta  bersama  Nomor
13/Pdt.G/2005/PA.Kbm member kesimpulan bahwa seagkedrta
bersama yang terdapat dalam posita 13.1 hurufghg yipermasalahkan
penggugat ini sudah diakui oleh tergugat hartaebersdalak posita adalah
harta bersama antara suami istri. Kemudian haney yardapat dalam
posita 13.2 huruf (c), status dari harta ini adabakan harta bersama,
dikarenakan harta tersebut adalah sebagian hartssawapbrang tua
tergugat dan sebagian yang lain harta milik pihetigia. Jadi jelas bahwa
mana harta bersama suami istri dan bukan hartarbarsTerhadap harta
yang tidak disengketakan dibagi menjadi dua sedeapan ketentuan
KHI Pasal 97 yang berbunydanda atau duda cerai hidup masing-masing
berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
diitentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumetand

memutus  sengketa  pembagian harta  bersama  Nomor
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13/Pdt.G/2005/PA.Kbm adalah harta yang di sengketadkalam posita
13.2 huruf (c) termasuk harta bersama, denganratzessa harta itu sudah
secara langsung tercampur lewat perkawinan antamaisstri tersebut,
tanpa harus ada perjanjian terlebih dahulu diantan@eka untuk
menggabungkan harta bawaan mereka masing- masatgn Stu juga
untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihaky yarperkara sesuai
dengan anjuran al-Qur'an untuk mendapatkan kemaatahaan
kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jeaatan suaminya.
B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama dan lembagaalganjmng berada
di bawahnya untuk dapat mensosialisasikan pernfasaldalam bidang
perkawinan khususnya masalah pembagian harta bers@magan
demikian masyarakat dapat memahami masalah tersgdut dapat
merasakan arti pentingnya Pengadilan Agama dan gerleanbaga yang
berada di bawahnya dalam menghadapi permasalahan ngancul di
masyarakat.

2. Hendaknya pemahaman tentang sengketa harta bersaoma dipahami
secara menyeluruh dengan ketentuan normatif dandigurserta
perkembangan sosial.

3. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara se&sbagi semua pihak
agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai amabkakta

bersama.
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Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu send
supaya kamu cenderung dan merasa ten
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 1
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benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
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dengan yang lain sebagai suami istri. Dan me
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Mencegah bahaya lebih utama dari pada mer
datangnya kebaikan.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yangn berhak menerimanya,
(menyuruh kamu) apabila menetapkan huk
diantara manusia supaya kamu menetapkan de
adil.
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Harta ialah segala sesuatu yang mungkin dapat

dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara y
terbiasa.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wan

ang

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian

mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (veani

dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka.
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Tempatkanlah mereka (para istri) dimana k3
bertempat tinggal menurut kemampuanmu
janganlah kamu menyusahkan mereka ur
menyempitkan (hati) mereka.

Dan bergaullah dengan mereka secara p
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (m
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak meny

\mu
dan
ntuk

atut.
aka
ukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya

kebaikaan yang banyak.

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kg|
perjanjian yang kuat.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wan
oleh karena Allah telah melebihkan sebahag
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (vean
dank arena mereka (laki-laki) telah menafkah
sebagian dari harta mereka.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu send
supaya kamu cenderung dan merasa ten
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa k
saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu be
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfik

Allah Berfirman, “Aku adalah yang ketiga di antg
dua orang yang bersekutu, sepanjang salah satl
keduanya tidak mengkhianati temannya (sekutun

maka jika berkhianat, (Allah) keluar dari keduanya.

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wan
oleh karena Allah telah melebihkan sebahag
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (vean
dank arena mereka (laki-laki) telah menafkah
sebagian dari harta mereka.
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.Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu send
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ir

supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa k
saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu be
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Dan (menyuru kamu) apabila menetapkan hul
diantara manusia supaya kamu menetapkan de
adil.

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, m
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka der
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Tugas seorang pemimpin adalah menegak
kebenaran dan keadilan dengan maslahah.
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INTERVIEW GUIDE

Lampiran IV

1. Apayang dimaksud dengan harta bersama?.

2. Apa sebab-sebab mendapatkan harta bersama?

3. Bagaimanakan asal usul dari harta bersama?.

4. Bagaimanakah proses Pemeriksaan dan Penyelesaian dari perkara harta
bersama?.

5. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyel esaikan perkara harta

bersama?.
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PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN yang mengadili perkara perdata cerai

gugatan tingkat pertama dalam persidangan Majkik teenjauhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

SITI AMINATUN BINTI SAEBANI, umur 45 tahun, Agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempt tingggal di Desa TajuRa#)01 Rw.02, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen, yang dalam hal ini member Kkapada H.M. KHAMBALI, S.H.

danAHMAD SYAIFUL AMRI, S.H. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, berkantor

diJl. H.M. Sarbini Nomor 120 Kebumen Jawa Tengalk bersam-sama maupun masing-

masing, sebagaimana surat Kuasa Nomor: 4/1/20@g&®5 Januari 2005, selanjutnya disebut
“PENGGUGAT"

MELAWAN;

BISRI BIN SARDIYO,umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan
PNS, bertempat tinggal di Desa Tanuharjo Dukuh Kegdlecamatan Alian, Kabupaten
Kebumen, selanjutnya disebut sebagdiERGUGAT

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergiagasemua saksi serat memperhatikan

alat bukti dimuka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatanrngadgal 04 Januari 2005 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Keludemgan Register Nomor:
13/Pdt.G/2005/PA.Kbm, telah mengajukan hal-hal gablerikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinaradérgrgugat pada tanggal 01
September 1975 dihadapan PPN Kantor Urusan Agarcankaan Alian Kabupaten
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan dicatat dalanp#uAkta Nikah Nomor: 482/75
tertanggal 01 September 1975 sesudah akad nikedniga mengucapakaighot taklik
talak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugai bersama di Desa Tanharjo
Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawadlen

3. Bahwa selama perkawinanPenggugat dan Tergugatrtedikukan hubungan sex (ba'da

dukhul) dan telah dikaruniani 6 (enam) orang agakni;

a) Elisatun Basiti lahir tahun 1978 (umut 26 tahun)

b) Anissiyanti lahir tahun 1980, namun telah meninglyadia
¢) Ambarwati, lahir tahun 1981 (umur 23 tahun)

d) Jumtariah lahir tahun 1984 (umur 20 tahun)

e) Nur Ahmad Ma;ruf lahir tahun 1987 (umur 17 tahun)

f) Sri Wahyuli Barokah lahir tahun 1989 (umur 15 tghun

4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Agustus 1994, perk@awiPenggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dasgisihan, karena hadirnya pihak ketiga
WIL (wanita idaman lain), sejak itu Penggugat dangligat telah pisah rumah, dan kelima

anak dimaksud posita 3 semuanya ikut Penggugat;



5. Bahwa kemudian tahun 2000, Penggugat mendengarbiérgugat telah melangsungkan

perkawinan dengan wanita lain, bahkan telah mensiékrang anak;

6. Bahwa sejak tahun 1994 antara Penggugat dan Terglafapisah rumah dan tidak pernah
memberikan nafkah wajib sama sekali, bak kepadgdqeeyat atau kepada 5 (lima) orang
anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergrigabut selama 10 tahun, sehingga
selama itu Penggugat bekerja sendiri untuk memegbhituhan hidup sehari-hari Penggugat

berserta kelima anak hasil perkawinan antar Peragglan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena itu, Tergugat nyata-nyata telalamggar ta’lik talak yang diucapkannya
sendiri, Penggugat sangat menderita lahir-batin tidak rela diperlakukan demikian oleh
Tergugat;

8. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugatelgngat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi, karena justru akan membawa aratlbagi Penggugat, dan Penggugat

berkesimpulan, lebih baik melepaskan ikatan penkawdengan Tergugat;

9. Bahwa menurut Penggugat sesuai dengan Penjelasan3®auruf (f) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasalidf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nbitehun 1974 tentang
Perkawinan, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 hiirdian g) serat sighot ta’'lik talak
yang diucapkan oleh Tergugat, maka cukuplah aldmgnPenggugat untuk mengajukan

gugatan cerai;

10. Bahwa selama berlangsungnya perceraian ini, Peatjgagg secarde iure masih sah
sebagai istri Tergugat, Penggugat mohon agar dkantnafkah lahir (belanja) yang harus
ditanggung oleh Tergugat untuk Penggugat dan ketakahasil perkawinan mereka, yang
bersarnya masing-masing dapat dihitung sebagaiutgri

10.1. Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000, (lima puluhrtipiah) setiap hari
10.2. Untuk Elisatun Basiti Rp. 25.000, (dua puluh lintaurrupiah) setiap hari
10.3. Untuk Ambarwati, Rp. 25.000, (dua puluh lima rilyiah) setiap hari

10.4. Untuk Jumtariah, Rp. 25.000, (dua puluh lima ribpiah) setiap hari



11.

12.

13.

10.5. Untuk Nur Ahmad Ma;ruf lahir, Rp. 25.000, (dua gulima ribu rupiah) setiap hari
10.6. Untuk Sri Wahyuli Barokah, Rp. 25.000, (dua puluhd ribu rupiah) setiap hari
Yang pembayarannya dilakukan setiap hari melalogRéilan Agama Kebumen;

Bahwa disamping itu, demi masa depan nak-anak padiwinan Penggugat dan Tergugat,
maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-amakslud posita 3, Tergugat harus
dibebani tanggung jawab atas nafkah dan biaya radag-anak dimaksud dampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri senditgbgsarnya masing-masing dihitung
sebagai berikut;

11.1. Untuk Elisatun Basiti Rp. 750.000, (tujuh ratusdipuluh ribu rupiah) per-bulan
11.2. Untuk Ambarwati, Rp. 750.000, (tujuh ratus limaydutibu rupiah) per-bulan
11.3. Untuk Jumtariah, Rp. 750.000, (tujuh ratus limaupuibu rupiah) per-bulan

11.4.Untuk Nur Ahmad Ma;ruf lahir, Rp. 750.000, (tujutus liam puluh ribu rupiah) per-

bulan

11.5.Untuk Sri Wahyuli Barokah, Rp. 750.000, (tujuh salima puluh ribu rupiah) per-

bulan

Yang pembayarannya yang dilakukan paling lambaigal5 (lima) setiap bulannya

melalui Pengadilan Agama Kebumen,;

Bahwa oleh karena sejak tahun 1994, semua kelirdalzasil perkawinan Penggugat dan
Tergugat ikut/di bawah pengasuhan/pendidikan/peagam/pemeliharaan Penggugat
sebagai ibu kandungnya, maka mohon ditetapkan &emak dimaksud dalam posita 3
tetap berada dalam pengasuhan/pendidikan/pengaljpesaliharaan Penggugat sebagai

ibu kandungnya;

Bahwa disamping itu selama perkawinan antara Pgajglan Tergugat telah diperoleh

harta bersama berupa,;



13.1. Tanah —sawah dan tanah-kering yang terletak di Dasaharjo, Kecamatan Alian,

Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdxgovdh nomor: 1181, atas

nama: Bisri, persil: 78b, kelas: Sl, luas: 041batas-batas;
» Sebelah Utara: Ahmad Ridowi

» Sebelah Timur: Mungalim

» Sebelah Selatan: Dahhuri

» Sebelah Barat: jalan Krakal,

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdngovdh nomor: 1181, atas
nama: Bisri, persil:50 b, kelas: SllI, luas: 034 batas-batas;

» Sebelah Utara: Sardio

» Sebelah Timur: Masdar/Mundir
» Sebelah Selatan: kali

» Sebelah Barat: Danuri

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdrgyah nomor: 1181, atas
nama: Bisri, persil: 25, kelas: SlI, luas: 070 batas-batas;

» Sebelah Utara: Samsuri
» Sebelah Timur: Sirul

» Sebelah Selatan: Adman
» Sebelah Barat: Sirul

d. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdgovdh nomor: 1181, atas
nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 hatas-batas;



» Sebelah Utara: Achmadi
» Sebelah Timur: H. Usman
» Sebelah Selatan: Musni
* Sebelah Barat: H. Usman

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuh&geovedh nomo:1181, atas
nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 bhatas-batas;

» Sebelah Utara: Achmadi

» Sebelah Timur: Adriyan/Simin
» Sebelah Selatan: Rubangi

» Sebelah Barat: Syukur/Suhyati

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuh&geovedh nomo:764, atas nama:

Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.I, luas: 0b&, batas-batas;
» Sebelah Utara: Waris

» Sebelah Timur: Sardijo

» Sebelah Selatan: kali

» Sebelah Barat: kali

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdxgevdh nomo:1191, atas
nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.I, luas: 082datas-batas;

* Sebelah Utara: Krono
» Sebelah Timur: Sochidin
* Sebelah Selatan: Sochidin

» Sebelah Barat: Madreja



h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuh&govdh nomo:379, atas nama:
Sardijo, persil: 39 kelas: S.11I, luas: 0143 haasabatas;

» Sebelah Utara: Sardijo/Sumiyati
» Sebelah Timur: Muchlis

» Sebelah Selatan: Parna

» Sebelah Barat: kali

i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuhdngovdh nomo:1181, atas
nama: Bisri, persil: 36 kelas: D.lI, luas: 022 batas-batas;

» Sebelah Utara: Sardio/Marta

» Sebelah Timur: Mustofa

» Sebelah Selatan: Kasiran

» Sebelah Barat: Dulah Mukson,

13.1.Tanah-sawah yang terletak di Desa Jatimulgzakhatan Alian, Kabupaten Kebumen,
Privinsi Jawa Tengah, yakni;
a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimuiymgwkh nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 bhatas-batas;

= Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
=  Sebelah Timur : Wagiyo,

= Sebelah Selatan : Miangad,

= Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimuiymgwkah nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 Iatas-batas;

=  Sebalah Utara : Bisri,
=  Sebelah Timur : Tamami,
= Sebelah Selatan . Supri,

=  Sebelah Barat : Maksudi



b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimuiymgwiah nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 06 ) batas-batas;

= Sebalah Utara : Mustawi,

= Sebelah Timur : Tiwi,

= Sebelah Selatan : Bisri,

= Sebelah Barat : Maksudi, Taslim

13.2. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merkladAstrea Impresa, warna Hitam,
tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD,

13.3. Bangunan rumah seluas 146, rerdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh
Keceme, Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabup#&ebhumen, Provinsi Jawa
Tengah, batas-batas; Utara: Sodik, Timur: Martdat8e: tanah yang dimaksud dalam
posita 13.1.(i), Barat: Dulah Mukson.

13.4. Lembu sebanyak dua (2) ekor

13.5. Alat-alat perlengkapan rumah tangga;

a. Almari kayu jati 4 (empat) buah,

Buffet kayu jati 2 (dua) buah,

Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,

Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,

Piring 50 (lima puluh) dozen,

Sendok 20 (dua puluh) dozen,

Garpu 5 (lima) dozen,

-~ o o o0 o

=

Tatakan gelas 6 (enam) dozen,

Gelang emas 6 (enam) gram,
J. Kalung emas 12 (dua belas) gram,
k. Cincin emas 5 (lima) gram,
|. Dandang 1 (satu) buah,
m. Kendil 1 (satu) buah,
n. Wajan 1 (satu) buah.
14. Bahwa oleh karena perceraian antara Penggugatetgngat, maka harta bersama tersebut

harus dibagi 2 (dua) separuh untuk Penggugat gaarge untuk Tergugat,



15. Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebuatsdiknieh Tergugat untuk menghindari
Tergugat memindah tangankan harta bersama terksebada pihak lalin, maka mohon agar
diletakkan penyitaan jaminan (Sita Marital) atagdaersama tersebut sebelum gugatan ini
mulai disidangkan,

16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan buktirlyakg kuat dan nyata, mohon kiranya
putusan dilaksanakan terlebih dah\(luitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet,
banding maupun kasasi,

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur-waktu dalam melaksanakan
putusan ini, maka kepada tergugat harus dibebang ysaksa(Dwangsom) sebesar
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiaprihya Tergugat lalai atau tidak
melaksanakan putusan ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat miadpmada Yang Terhormat Ketua Pengadilan

Agama Kebumen untuk berkenan memeriksa dan menggagjatan ini, selanjutnya berkenan

memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

I. Menetapkan menurut hukum, Tergugat wajib memberikatkah selama berlangsungnya
perceraian ini, sebagai berikut;

Untuk Penggugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluhrabiah) setiap hari,

Untuk Elisatun Basiti sebesar Rp.25.000,- (dualpliaa ribu rupiah) setiap hari,

Untuk Ambarwati sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lilma rupiah) setiap hari,

Untuk Jumtariah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh fimarupiah) setiap hari,

Untuk Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.25.000,- (dualplima ribu rupiah) setiap hari,

Untuk Sri Wahyu Barakah sebesar Rp.25.000,- (dughduma ribu rupiah) setiap hari,

II. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pembayaedkah tersebut setiap hari

S T o

melalui Pengadilan Agama Kebumen,

PRIMAIR
l. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
II. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yangakkleh oleh Pengadilan Agama

Kebumen,



[ll.  Menetapkan menurut hukum syarat ta'lik talak Teagtgjah dipenuhi

IV. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggbidd AMINATUN binti
SAEBANI dengan TergugaBISRI bin SARDIYO yang dilaksanakan tanggal 01
September 1975 yang tercatat dalam Kutipan AktaafNikomor: 482/75 tanggal 01

September 197putus kar ena perceraian

V. Menetapkan menurut hukum bahwa Anisiyatun bintriBedah meninggal dunia
VI. Menetapkan menurut hukum bahwa Elisatun Basitiséanti, Ambarwati, Jumtariah, Nur

Ahmad Ma'ruf, Sri Wahyuli Barokah adalah anak sakilhperkawinan Penggugat dan

Tergugat.

VII. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat harus nrémbenafkah dan biaya hidup
anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergsgaagai berikut;

1. Elisatun Basiti sebesar Rp.750.000,- (tujuh rataa puluh ribu rupiah) per bulan,
Ambarwati sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus limalpubu rupiah) per bulan,
Jumtariah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus link@hpibu rupiah) per bulan,

Nur Ahmad Ma'ruf sebesar Rp.750.000,- (tujuh réitaa puluh ribu rupiah) per bulan,
Sri Wahyu Barokah sebesar Rp.750.000,- (tujuh réitaa puluh ribu rupiah) per

o b 0N

bulan,
VIIl.  Memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran nafaatbiaya hidup tersebut paling
lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, melaluig2elilan Agama Kebumen,
IX. Menyatakan menurut hukum bahwa:
1. Tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Oesaharjo, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen, Proinsi Jawa Tengah, yakni:
a. Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharfmawah nomor: 1181, atas
nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 htadbhatas;

= Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
= Sebelah Timur : Mungalim,

= Sebelah Selatan : Dahuri,

= Sebelah Barat : Jalan Krakal

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjogvdah nomor: 1181, atas
nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 lbatas-batas;
= Sebalah Utara : Sardio,



= Sebelah Timur : Masdar/Mundir,

= Sebelah Selatan - kali,

= Sebelah Barat : Danuri,

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjoavdah nomor: 1181,

nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 hatas-batas;

= Sebalah Utara : Samsuri,
= Sebelah Timur > Sirul,
= Sebelah Selatan : Adman,
= Sebelah Barat > Sirul,

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjeavdah nomor: 1181,

nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 hatas-batas;

= Sebalah Utara : Achmadi,

= Sebelah Timur : H. Usman,
= Sebelah Selatan : Musni,

= Sebelah Barat : H. Usman

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjeavdah nomor: 1181,

nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 hatas-batas;

= Sebalah Utara : Achmadi,

= Sebelah Timur : Adriyah/Simin,
= Sebelah Selatan : Rubangi,

= Sebelah Barat : Syukur/Suhyati,

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpawlah nomor: 764,
nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.llhas: 055 ha, batas-batas;
= Sebalah Utara : Waris,

= Sebelah Timur : Sardijo,
=  Sebelah Selatan : kali,
=  Sebelah Barat : kali,

. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjeavdah nomor: 1191,
nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.1, luas: 082katas-batas;

» Sebalah Utara : Krono,

= Sebelah Timur : Sochidin,

atas

atas

atas

atas

atas



Sebelah Selatan : Sochidin,
Sebelah Barat : Madreja,

h. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpawlah nomor: 379, atas

nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.1lI, luas: 0b&3 batas-batas;

Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
Sebelah Timur : Mukhlis,
Sebelah Selatan : Parna,

Sebelah Barat > kali

i. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpgvwdah nomor: 1181, atas

nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.lI, luas: 022 batas-batas;

Sebalah Utara : Sardio/Marta,
Sebelah Timur : Mustofanh,
Sebelah Selatan : Kasiran,
Sebelah Barat : Dulah Mukhson

2. Tanah sawah yang terleak di Desa Jatimulyo, KeamaAtian, Kabupaten Kebumen,

Privinsi Jawa Tengah, yakni;

a. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawah nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 059 hatas-batas;

Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
Sebelah Timur : Wagiyo,

Sebelah Selatan : Misngad,
Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

b. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawlah nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.II, luas: 0120 Iatas-batas;

Sebalah Utara : Bisri,
Sebelah Timur : Tamami,
Sebelah Selatan : Supri,
Sebelah Barat : Maksudi

c. Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimulybawah nomor: 1107, atas

nama: Bisri, persil: 40, kelas: S.III, luas: 06 ) batas-batas;

Sebalah Utara : Mustawi,



= Sebelah Timur - Tiwi,

= Sebelah Selatan : Bisri,

*= Sebelah Barat : Maksudi, Taslim,

. Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk HorstieeaA Impresa, warna Hitam,
tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.

Bangunan rumah seluas 146, merdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh Keze
Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebufevinsi Jawa Tengah;

Lembu sebanyak dua (2) ekor

Alat-alat perlengkapan rumah tangga;

* Almari kayu jati 4 (empat) buah,

» Buffet kayu jati 2 (dua) buah,

e Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,

» Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,

* Piring 50 (lima puluh) dozen,

* Sendok 20 (dua puluh) dozen,

e Garpu 5 (lima) dozen,

e Tatakan gelas 6 (enam) dozen,

* Gelang emas 6 (enam) gram,

» Kalung emas 12 (dua belas) gram,

* Cincin emas 5 (lima) gram,

* Dandang 1 (satu) buah,

e Kendil 1 (satu) buah,

 Wajan 1 (satu)buah,

merupakan harta bersama yang diperoleh di dalakawaan antar Penggugat dengan
Tergugat sehingga oleh karena itu harus dibagi (8uaseparoh untuk Penggugat dan

separoh untuk Tergugat.

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan separuia barsama dimaksud sebagai
bagian hak Penggugat dalam keadaan kosong dan t@baggala pembebanan, segera
setelah putusan ini diucapkan, secara sukareldjlagzerlu maka dilaksanakan dengan
bantuan alat Negara (TNI/Polri),



XI.

XIl.

Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terldbhulu(Uitvoerbaar bij voorraad)
meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi,

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pakssangsom) sebasar Rp.50.000,-
(lima puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat latau tidak melaksanakan putusan ini,

XIll.  Membebankan kepada Tergugat untuk membayar bialkanpemenurut hukum,

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapatr@inon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebgugadr telah memberikan

jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Febr@@b 3/ang pada pokoknya dapat disimpulkan

sebagai berikut;

1.
2.

Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuarPesrggugat.

Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi, Tergugahyatekan tidak bersedia, karena
Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat daralaiehn kewajibannya serta telah
dijemput oleh Tergugat tidak mau.

Bahwa pada satu tahun pertama pisah antar Pengdagat Tergugat, Tergugat masih
memberikan nafkah untuk anak-anak rata-rata pemb&dp.40.000,- (empat puluh ribu
rupiah)

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan rumahdaggdidak harmonis, selalu terjadi
pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejaknt 1994 sampai sekarang dan telah sulit
dirukunkan

Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkahkuahak-anaknya hingga dewasa,
yang harusnya memberi nafkah adalah Pengggugat atang tuanya yang telah
mengekangnya sedangkan Tergugat sudah lepas dankgegjibannya

Bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bersangabgbentuk tanah, Tergugat mengakui
dan membenarkannya, kecuali tanah pada huruf (ImMonol3.1 yang terletak didesa
Tanuharjo yang 15 (lima belas) ubin Tergugat betidsri dan tanah pada huruf (c) nomor
13.2 yang terletak didesa Jatimulyo bukan hartadmea.



7. Bahwa tentang harta bersama Honda impresa Tergjdg&tpernah membeli dan Tergugat
membeli Honda tahun 1995 dan bahkan Penggugatrseadiy membeli motor poswan
setelah pisah dengan Tergugat.

8. Bahwa kemudian tentang bangunan rumah, Tergugagakansepanjang yang renovasi dan
tambahannya, sedang tanah dan bangunan asli baktarblersama

9. Bahwa tuntutan Penggugat tentang sapi (lembu) ukam hak Tergugat, melainkan hak
orang tua Penggugat, karena Penggugat anak yaaghirermaka sapi (lembu) telah
dikembalikan kepada orang tua Penggugat

10.Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat sepanjandaf@rarumah tangga masih ada dan
jumlahnya Tergugat tidak pernah menghitungnya apakasih sebanyak tuntutan Penggugat
tersebut

11.Bahwa untuk almari kayu, yang satu buah adalah ggaag lainnya harta bersama

12.Bahwa untuk kalung, gelang dan cincin Tergugaktidau

13.Bahwa Tergugat tidak berkeberatan harta bersamsabigt dibagi asal yang merupakan harta
bersama dan juga harta yang berada di tangan Pgaitgtjbagi juga dengan cara yang adil

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebuggBgat melalui Kuasa Hukumnya
telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertah@g Maret 2005 yang dianggap telah masuk

dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebugugat juga telah mengajukan
Dupliknya secara tertulis tertanggal 14 Maret 29@6g telah dianggap masuk dalam putusan

ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/YAB96 tangggal 24 Juli 1996, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatannAlia 1)

2. Foto Capy Kutipan Akta Kelahhiran Nomor: 6521/DISJT tanggal 12 Juli 1997, yang
dikeluarkan oleh Kamtor Cataan Sipil Kabupaten Keén (P.2)

3. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 21/V/93 tanggal\N2@ 1993, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Tanuharjo (P.3)



4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2525/DISB20tanggal 01 April 2002, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten ugabn (P..4)

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2526/DISB20tanggal 01 April 2002, yang
dikeluarkan olehKantor Kependudukan dan Catataih isgbupaten Kebumen (P.5)

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2594/Tp/20€anggal 01 April 2002, yang
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatpih isabupaten Kebumen (P.6)

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2595/Tp/20€angal 01 April 2002, yang
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatpih ISabupaten Kebumen (P.7)

8. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri tanggal 12 cbler 2004, yang dikeluarkan oleh
Kepala desa Tanuharjo (P.8)

9. Foto Copy nama Wajib Pajak An. Bisri nomor: 110dggal 29 Nopember 2004, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanuharjo (P.9)

10. Surat Pernyataan Sdr. Muhni tertanggal 09 Mei Z60%10)

11.Foto Copy Surat Pernyataan Simuh tertanggal 0420@5 (P.11)

12.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. H. Dahuri tertar@glei 2005 (P.12)

13.Foto Copy Surat Pernyataan Mad Sirod tertanggdl&42005 (P.13)

14.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Bu Muslimah tegah@9 Mei 2005 (P.14)

15.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Ny. Bahjati tegah@4 Mei 2005 (P.15)

16.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Sochidin tertar@galei 2005 (P.16)

17.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Muchlis tertan@galiei 2005 (P.17)

18.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Supriyanto terar@gyMei 2005 (P.18)

19.Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Yadi tertangg&l€42005 (P.19)

20.Foto Copy Surat Pernyataan Sariyah binti H. Nur ldaekih (P.20)

21.Foto Copy Surat Pernyataan H. Ajib Sugiyanto tah@gaviei 2005 (P.21

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah menderayarketerangan keluarga dari
masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat, kedlRegggugat dan Tergugat tersebut adalah
sebagai berikut;

1. Muhamad Matori bin Saebani, umur 47 tahun, agataa|spekerjaan kontraktor, bertempat
tinggal di Jakarta, tanpa di sumpah memberikarr&eggn sebagai berikut:

= Bahwa ia mengaku sebagai kakak kandung Pengguga¢idh kenal Tergugat



Bahwa meskipun ia tinggal di Jakarta, namun rag-isebulan sekali pulang ke
Kebumen, sehingga mengetahui permasalahan rumalat®enggugat dan Tergugat
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istritelah dikaruniani enam oaring
anak da stu meninggal dunia

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat serinjgditeperselisihan dan
pertengkaran serta pemukulan atas pihak Pengglaiatioi Tergugat

Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Tergugatgisah tempat tingggal, Penggugat
pulang ke rumah orang tuanya

Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat degudat masih berlanjut ketika
Penggugat tidak diberi hasil panen sawah dan kéffdg@ugat menikah lagi dengan
perempuan lain pada tahun 2000, dan Penggugat onkdapkepada atasan Tergugat
Bahwa Tergugat menikah lagi, setelah Tergugat gijah pergi oleh Penggugat dan
selama pisah tempat tersebut Penggugat tidak pdrbah nafkah oleh Tergugat.

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang g @da di Jakarta ikut pamannya,
sedangkan yang dua ikut Penggugat dan masih sekolah

Menimbang bahwa atas keterangan Keluarga Penggteagabut, Tergugat menyatakan

bahwa saksi tidak mengetahui peristiwva pemukulansa&si mengetahui hal tersebut atas dasar

laporan

2.

Nur Sodik bin Pernataruna, umur 45 tahun, agamamisipekerjaan dagang, bertempat

tinggal di Desa Tanuharjo Rt.04 Rw.04, KecamatararAl Kabupaten Kebumen, tanpa

disumpah member keterangan sebagai berikut;

Bahwa ia mengaku tetangga Tergugat dan telah kiemglan Penggugat dan Tergugat
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istn tidah dikaruniani enam orang
anak dan satu telah meninggal dunia

Bahwa rumah tangga Pengggugat dan Tergugat seengdit perselisihan dan
pertengkaran dan sejak tahun 1994 antara Pengdagal ergugat telah pisah tempat
tingggal dan Penggugat pindah ke tempat orang guany

Bahwa sewaktu pulang, Penggugat minta izin kepaadgubat

Bahwa selam pisah tempat tingggal Tergugat tidakglemenjemput Penggugat, namun
Penggugat tidak mau dan selama pisah pula Pengtdghtpernah dating ke rumah

Tergugat.



= Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapatilagrapkan hidup tukun meski
saksi telah berupaya untuk merukunkan namun tigahkasil
Menimbang bahwa atas eterangan keluarga Tergugatgudat membenarkannya
sedangkan Kuasa Penggugat berkeberatan karenaarigdganya tidak didasarkan atas
pengetahuannya,
Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis terdgeldiatas Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi masing-masing senagai beriku
1. Elisatun binti Bisri, umur 27 tahun, agama Islarekgrjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Bekasi, setelah disumpah member ketenang
= Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dangegrgu
= Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkabel@ekcok, namun saksi tidak tau
apa penyebabnya, dan kini antara Penggugat darnugargelah pisah tempat tinggal
sejak tahun 1994, Penggugat pergi untuk menghihddal yang tidak diinginkan
= Bahwa sewaktu pergi Penggugat tidak izin kepadguigat, dan selama pergi Penggugat
pernak pulang untuk mengambil ijazah, baju analkana
2. Muhammad Hasani bin M. Taslim, pekerjaan KepalaaDE&anuharjo, Kecamatan Alian,
Kabupaten Kebumen, setelah disumpah saksi memtaakgan sebagai berikut;
= Bahwa saksi adalah Kepala Desa setempat dan mekga&liPenggugat dan Tergugat
= Bahwa saksi mengetahui tanah sawah Penggugat degugb¢ yang berada di
Tanuharjo,tanah sawah dengan nomor: 1181 perdl, p@rsil 56 b, persil 25 dan persil
35 yang batasnya sebagai mana dalam gugatan Pemggdglah atas nama Bisri
(Tergugat) dan perolehan dan pengalihannya matimdiatan perkawinan.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bhatmya Tergugat telah
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;
1. Pembuktian Tergugat ke | yang dibuat dan ditandmainTergugat Bisri tertanggal 18 April
2005 (T.1)
2. Pembuktian Tergugat ke Il yang dibuat dan ditandggai Tergugat Bisri tertanggal 18 April
2005 (T.2)
3. Pembuktian Tergugat ke Il yang dibuat dan ditaadgani Tergugat Bisri tertanggal 18
April 2005 (T.3)



4. Pembuktian Tergugat ke IV yang dibuat dan ditandgai Tergugat Bisri tertanggal 18
April 2005 (T.4)

5. Pembuktian Tergugat ke V yang dibuat dan ditandgtainT ergugat Bisri tertanggal 18 April
2005 (T.5)

6. Pembuktian Tergugat ke VI yang dibuat dan ditanugai Tergugat Bisri tertanggal 18
April 2005 (T.6)

7. Pembuktian Tergugat ke VII yang dibuat dan ditaadgani Tergugat Bisri tertanggal 18
April 2005 (T.7)

8. Surat penguasaan tanah Nomor: 03/P.DS/04 yangudilkgln oleh Kepala Desa Jatimulyo
tanggal 02 Mei 2005 (T.8)

9. Kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal hi 2003 yanng telah diberi materai
cukup (T.9).

10. Surat pemberitahuan pajak terutang atas nama MokBalkih yang dikeluarkan oleh Kantor
PBB Purworejo tanggal 08 Januari 2004 (T.10)

11.Surat persaksian/pembuktian yang ditandatangari ble Nursalim Fakih dan Nasiran
tertanggal 27 Mei 2005 (T.11)

12. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan dittartigani oleh H. Badri Sumarto tanggal
16 Juni 2005 yang telah bermaterai cukup (T.12)

13. Surat persaksian/pembuktian yang dibuat dan ditandani oleh Bisri tanggal 16 uni 2005
bermaterai cukup (T.13)

14.Surat pembuktian yang dibuat dan ditanda tangaet élardi tanggal 16 Juni 2005 dan
bermaterai cukup (T.14)

15.Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Tanuharjméh 20 Desember 2004 (T.15)

16.Satu Bendel Foto Copy surat dari anak Tergugairtetdri 3 surat dan bermaterai cukup
(T.16)

17.Satu Bendel foto copy catatan yang dibuat olehdgagdan bermaterai cukup (T.17)
Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis terdefi@rgugat juga telah mengajukan saksi
sebagai berikut;

1. Nusiran bin Dulah Reja, umur 53 tahun, agama Islaekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa Peduneran Krakal, Kecamatan Alian, Kabupatbarken.



2. Bibit bin Mad Sulhan, umur 45 tahun, agama Islaekgpjaan tani, bertempat tinggal di Desa
Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

3. Hardi bin Mustofa, umur 55 tahun, agama Islam, gake tani, bertempat tinggal di Desa
Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen
Menimbang hasil dari pemeriksaan setempat tergedmd pokoknya sama dengan apa yang

tertuang dalam gugatan Penggugat hanya saja aokedp@n pada nomor persil dan luas
TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohonan piegigggugat pada pokoknya

seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan Perggiag Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak tahun 1994 sampai sekarang@&lam pisah tersebut Tergugat selaku
suami tidak pernah memberi nafkah kepada Pengglagaianak-anaknya padahal Penggugat
dananaknya memerlukan nafkah untuk kelangsungaipihye;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat tersebut hamgak anak-anak yang belum

dewasa sedang nafkah untuk anak-anak telah dewasatd (Penggugat) ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohonan Peaggada pokoknya seperti
yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya merailean Penggugat dan Tergugat
agar hidup rukun kembali, namun upaya tersebuk tigahasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan dalanaih tangganya sering terjadii
perselisihan dengan Tergugat yang disebabkan aelitavidaman lain (WIL).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hartsarbaryang berupa tanah atau
sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawala pandluf (h) posita 13.1 yang terletak di Desa
Tanuharjo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersstaankan 15 (lima belas) ubin adalah

warisan orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatanmglag@ugat telah mengajukan
bukti P.8, P.17 dan seorang saksi, bukti P.8 befotpoacopy wajib pajak atas nama Bisri sedang



bukti P.17 berupa surat Pernyataan Sepihak damarsg@aksi yang menyatakan bahwa sawah

tersebut berasal dari orang tua Tergugat, namusi sd&ak mengetahui perolehannya.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di ataka dapat ditarik kesimpulan
bahwa saat Tergugat menerima warisan dari orangyaugang berupa tanah sawah yang
pembelian tanah sawah tersebut masih dalam wakiggiegat dan Tergugat masih dalam ikatan

perkawinan yang sah secara agama Islam.
Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Be&rgug

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang harsarbaryang berupa tanah atau
sawah telah diakui oleh Tergugat, kecuali sawala franiuf (c) posita 13.2 yang terletak di Desa

Jatimulyo, sawah-sawah tersebut bukan harta bersetankan milik Nasiran.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatanrsrg@gugat telah mengajukan
bukti P.9 dan P.21 serta saksi. Bukti P.9 adaldtti pembayaran pajak (IPEDA) atas nama
Bisri, demikian juga bikti P.21 adalah surat patagan sepihak adanya jual bali tanah atau

sawah, serta saksi yang menggatkan bukti P.9 hatkgrdasar penglihatan sendiri.

Menimbang bahwa Tergugat membantah gugatan Pengdailgan posita 13.2 huruf (c)
yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi. Dafeahini Tergugat juga menghadirkan bukti-
bukti dan saksi untuk menguatkan dalil bantahanegperti: bukti T.9 yang berupa kwitansi
pembayaran sebidang tanah tertanggal 11 Juni 2863 tglah diberi materai cukup, serta bukti
T.11 yang berupa surat persaksian/pembuktian yaagda tangani oleh H. Nursalim Faqgih dan
Nasiran tertanggal 27 Mei 2005

Kemudian saksi-saksi yang bernama Nasiran bin D&®aja yang menyatakan saksi
selaku pembeli sawah dimaksud telah menyerahkag sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas
juta rupiah) kepada Nursalim Fagih selaku penj8aksi yang kedua bernama Bibit bin Mad
Suhlan, menyatakan bahwa selaku saksi menyakstgamaelihat sendiri Nasiran menyerahkan
uang tersebut kepada Nursalim Fagih selaku medlsi €li rumah Tergugat dengan jumlah
sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah ).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada d iatas maka déifik kesimpulan, bahwa bila

bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat difantir dan kualifisir, maka guggatan



Penggugat yang menyatakan sawah yang ada di dalsita 3.2 huruf (c) adalah harta bersama
antara Pengugat dan Tergugat tidak terbukti damshditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugatdgphlaarta bersama yaitu berupa
kendaraan roda dua merk Honda Astrea Impresa noRwisi AA.5981HD dan alat
perlengkapan rumah tangga serta bangunan rumahud@amTergugat mengakui keberadaan
gugatan Penggugat tersebut sebagai harta bersaendasBrkan Pasal 35 ayat (1) Undang-
undang No. 1 tahun 1974, yaitu harta benda yangralgh selama perkawinan menjadi harta

benda bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat fafiua) ekor lembu, gelang,
kalung dan cincin yang mana keberadaannya sudak #ida serta buktinya tidak jelas, karena

itu Tergugat menolak dan Majelis hakim berpendapaiva tuntutan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-penigama di atas, maka gugatan

penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak mmeaeebagian lainnya;

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undamgagndo. 7 Tahun 1989 perkara
penyelesaian harta bersama masuk dalam bidangwiedm maka sesuai Pasal 89 ayat (1)

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya yang timbldndgperkara ini dibebankan kepada
penggugat;

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untukgsaba

2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada-anak Tergugat bernama NUR
AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYU BAROKAH sebesar Rp.20@0 (dua ratus ribu
rupiah) setiap bulan.

3. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

DALAM POKOK PERKARA




. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;

. Menjatuhkan talak satu bain TergugBi&RI BIN SARDIYO) atas Penggugab{ Tl
AMINATUN BINTI SAEBANI );

. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan naflplada anak-anaknya yang bernama
NUR AHMAD MA'RUF dan SRI WAHYUNI BAROKAH sebesar Rf200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) untuk setian bulannya hingga anak kasesebut dewasa;

. Menetapkan bahwa harta berupa;

a)

b)

d)

Tanah-sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharfmaah nomor
nama Bisri, persil 78b, kelas: S.I, luas 041 htadbbatas;

= Sebalah Utara : Ahmad Ridowi,
= Sebelah Timur : Mungalim,

= Sebelah Selatan : Dahuri,

= Sebelah Barat : Jalan Krakal

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjoavdah nomor

nama: Bisri, persil: 50b, kelas: S.II, luas: 034 lbatas-batas;

. Sebalah Utara : Sardio,

. Sebelah Timur : Masdar/Mundir,
. Sebelah Selatan - kali,

. Sebelah Barat : Danuri,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjoavdah nomor

nama: Bisri, persil: 25, kelas: S.II, luas: 070 batas-batas;

. Sebalah Utara : Samsuri,
. Sebelah Timur : Sirul,

. Sebelah Selatan : Adman,
= Sebelah Barat : Sirul,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjoavdah nomor
nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 061 batas-batas;
. Sebalah Utara : Achmadi,

= Sebelah Timur : H. Usman,

: 1181,

1181,

1181,

1181,

atas

atas

atas

atas



e)

f)

9)

h)

nama: Bisri, persil: 37, kelas: S.II, luas: 035 Ibatas-batas;

nama: Sochidin, persil: 25, kelas: S.1, luas: 0820atas-batas;

nama: Sardijo, persil: 39, kelas: S.IlI, luas: 0b&43 batas-batas;

nama: Bisri, persil: 36, kelas: D.II, luas: 022 batas-batas;

Sebelah Selatan : Musni,

Sebelah Barat : H. Usman

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpgvdah nomor: 1181,

Sebalah Utara : Achmadi,
Sebelah Timur : Adriyah/Simin,
Sebelah Selatan : Rubangi,
Sebelah Barat : Syukur/Suhyati,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpawlah nomor: 764,
nama: Dulhalil/Solijah, persil: 39, kelas: S.luas: 055 ha, batas-batas;

Sebalah Utara : Waris,
Sebelah Timur . Sardijo,
Sebelah Selatan > kali,
Sebelah Barat - kali,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpgvdah nomor: 1191,

Sebalah Utara : Krono,

Sebelah Timur : Sochidin,
Sebelah Selatan : Sochidin,
Sebelah Barat : Madreja,

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpawlah nomor: 379,

Sebalah Utara : Sardijo/Sumiyati,
Sebelah Timur : Mukhlis,
Sebelah Selatan : Parna,

Sebelah Barat - kali

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tanuharjpgvdah nomor: 1181,

Sebalah Utara : Sardio/Marta,
Sebelah Timur : Mustofah,
Sebelah Selatan : Kasiran,

atas

atas

atas

atas

atas



)

k)

Sebelah Barat : Dulah Mukhson

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimuiymgwiah nomor: 1107, atas nama:
Bisri, persil: 40, kelas: S.11, luas: 059 ha, batasas;

. Sebalah Utara : Dulgani/H. Karim,
. Sebelah Timur : Wagiyo,

. Sebelah Selatan : Misngad,

. Sebelah Barat : Wagiyo/Muslim

Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Jatimuiymgwiah nomor: 1107, atas nama:
Bisri, persil: 40, kelas: S.11, luas: 0120 ha, lsabatas;

. Sebalah Utara : Bisri,

. Sebelah Timur : Tamami,
. Sebelah Selatan - Supri,

. Sebelah Barat : Maksudi

Sebuah kendaraan bermotor roda dua (2) merk HorstieeaA Impresa, warna Hitam,
tahun 1995, nomor polisi AA-5981-HD.

Bangunan rumah seluas 146, moerdiri diatas tanah-gawan Tergugat di Dukuh IKese

Desa Tanuharjo, Kecamatan Alian, Kabupaten KeburRewvinsi Jawa Tengah, batas-

batas; Utara: Sodik, Timur: Marto, Selatan: tanahgydimaksud dalam posita 13.1.(i),

Barat: Dulah Mukson.

Alat-alat perlengkapan rumah tangga;
» Almari kayu jati 4 (empat) buah,

* Buffet kayu jati 2 (dua) buah,

» Tempat tidur kayu jati 2 (dua) buah,
» Sofa (kursi) tamu 2 (dua) buah,

e Piring 22 %2 (dua puluh dua setengah) dozen,
» Sendok 8(delapan) dozen,

e Garpu 2(dua) dozen,

» Tatakan gelas 7 (tujuh) dozen,

* Dandang 1 (satu) buah,

e Kendil 1 (satu) buah,

 Wajan 1 (satu)buah,



Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan Penggugat mendapat %2 dari harta betsasebut dan Tergugat mendapat %2
dari harta bersama tersebut;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Yhdea bersam tersebut kepada
Penggugat dalam keadaan kosong;

10. Menyatakan sah dan berharga sita ang dilakukanR#aeltera Pengadilan Agama

Kebumen,;
11. Menolak selain dan selebihnya;

12. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayareayara sebesar Rp.1.806.000

(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu gahgd2 Oktober 2005 M atau tanggal 08
Ramadhan 1426 H oleh kami Drs. Wakhidun AR, S.Hdluh sebagai Hakim Ketua Majelis
serta Drs. H. Badri Ali Mukhtar dan Drs. Khabib 8lol S.H sebagai Hakim Anggota putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidapg@ag terbuka untuk umum oleh Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Muh. Mukhtaradsgbagai Panitera Pengganti dengan
hadirnya Kuasa Hukum pihak Penggugat dan pihakubeity

HAKIM KETUA

Drs. WAKHIDUN AR.,S.H.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Drs. H. BADRI ALI MUKHTAR Drs. KHABIAB SOLEH,S.H

PANITERA PENGGANTI



Drs. MUH. MUKHTARUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1
2
3
4.
5
6
7

. Penerimaan Negara Bukan Pajak
. Biaya Administrasi

. Pemanggilan

Conservatoir Beslag

. Pemeriksaan Setempat

. Lain-lain Atas Perintah Pengadilan
. Materai putusan

Jumlah

Rp. 26.000
Rp. 50.000
Rp. 100.000
Rp. 1000.000
Rp. 600.000
Rp. 24.000

Rp. 6000
Rp. 1.806.000



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat : JI. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Perihal

Tembusan :

: UIN.O2/AS/PP.01.1/ §34 /2008 Yogyakarta, 08 April 2008

: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA
DIy

Di-tempat

Assalamu'alaikum wr. wh.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi,
mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang
akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan
ijin bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Agung Nugroho

Nomor Induk  : 04350030

Semester : VIII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah / AS

Judul Skripsi  : Pembagian Harta Bersama
Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Pengadilan Agama Kebumen
Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. whb,

1. Arsip



Nomaor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
JI. Veteran No 2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Kepada:
071 -1/7124
L= Yth. |. Kepala Pengadilan Agama Kebumen
- Ijin pelaksanaan survey/ 5
Penelitian. T

KEBUMEN.

Berdasarkan sumat dan Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masvarakat dan
Sosial Kabupaten Kebumen Nomor : 072/380 tanggal 17 Mei 2008, tentang
Rckomendasi ijin survey/penchitian, maka dengan um dibentahukan bahwa di Dinas /
Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Kerja Praktek/penelitian olch :

. Nama . AGUNG NUGROHO / NIM : 04350030

2. Pckerjaan : Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogvakarta,

3, Alamat . Ds Tambak Agung RT 02 RW 01 Kee Klireng Kebumen.
4. Penanggung Jawab . Drs. Rivanta, M.Hum

5. Maksud Tujuan + Survey/Penclitian

Deéngan Judul  “Pembagian Harta Bersama (Studi
Putusan Pengadilan Agama  Kebumen  No:
13/Pdt.G/2005/PA. Kebumen) *

a. Pelaksanaan Rescarch/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemenintah.

b. Setelah research/survey sclesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnva kepada
BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.

Surat ijin Survey/ Penelitian ini berlaku mulai tanggal 17 Mei 2008 sampai dengan

17 Juli 2008.

Demikian surat Ijin Survey / Penclitian ini untuk dapat digunakan schagaimana
mestinya.

— :Kc,bumcn. 17 Mei 2008
: An KEPALA'BAPPEDA KAB. KEBUMEN
,'3-" KEPALA UPT LITBANG

< —

\ G ——
oy e ),

EDI'RIANTO, ST, MT
Tembusan : Penata
NIP. 300 1035 220

. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274} 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. ' (0274) 586712
Website http:/iwww.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail - bapeda@bapeda pemda-diy.go.id

Nomor : 070/1964 Yogyakarta, 09 April 2008
Hal * ljin Penelitian Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS

9 sEMARANG

Menunjuk Surat

Dari . Dekan F. Syariah - UIN "SUKA"
Nomor © UIN.Q2IAS/PP.01.1/676/2008
Tanggal : 08 April 2008

Perihal - ljin Penelitian

Setelah mempelajari rencanal/proyek statemen/research design yang diajukan oleh
peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama * AGUNG NUGROHO

No. Mhs. : 04350030

Alamat Instansi  : JI. Marsda Adisucipto Yagyakaria

Judul Penelitian : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NQ: 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm}

Wakiu : 08-04 - 2008 s/d 09-07-2008

Lokasi : KEBUMEN

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah
setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n Gubernur Daerah Istimewa Yogyakaria
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth. A}_‘ :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);

2. Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA"; Ir, SOFYAN AZIZ, CES
3. Yang bersangkutan: NIP. 110 035 037

4. Perlinggal.



ul
¥

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JI. A, Yani No. 180 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

) r
il i
W -\: o
L
e ‘--::.-r.‘-:‘.‘

. .,_._‘_JI_:_‘:_-::"

Nomor : 070/543/V /2008 Semarang, 14 Mei 2008

Sifat ' Biasa
Lampiran : - KEPADA YTH.
Perihal . Surat Rekomendasi BUPATI KEBUMEN

UP. KA KEBANG DAN LINMAS
DI -
KEBUMEN

Menunjuk surat dari : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 9 Februari 2008

Nomor 1070/ 543

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Agung Nugroho

Alamat : Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan judul :

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
No.13/Pdt.G/2005/PA.Kbm )

Penanggung Jawab : Drs. Riyanta, M.HUM

Peserta :
Lokasi : Kab. Kebumen
Waktu 114 Mei s/d 14 Juli 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku
di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan makium

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS




Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Nugroho

TTL : Cilacap, 13 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Parlimun Anshori

Ibu : Masithoh

Alamat : Tambak Agung Rt.02/Rw.01 Klirong Kebumen
Pendidikan

« SD N | Tambak Agung, lulus tahun 1998

« MTs N | Klirong, lulus tahun 2001

< MA N | Kebumen, lulus tahun 2004

+« UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, rkdaabun 2004
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